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ABSTRAK

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DI POLDA METRO JAYA
OLEH
FAULUARO ZALUCHU

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyebab ketidak tuntasan secara
utuh proses penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang ditangani oleh Polda Metro
Jaya. Ketidak tuntasan penyidikan ini akan berpengaruh pada tingkat
produktifitas Satuan Reserse Tindak Pidana Korupsi serta kepastian hukum bagi

masyarakat.

Secara faktual di dapatkan hubungan penyebab ketidak tuntasan ini
dengan pemahaman Instansi Kepolisian dan Kejaksaan mengenai kewenangan
penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang terkesan “Tarik menarik“.  Hal ini
dipengaruhi oleh konflik lama, kerancuan dan tumpang tindihnya beberapa
peraturan per-Undang-undangan tertentu yang bertalian erat dengan Tindak
Pidana Korupsi, usaha-usaha pihak Kejaksaan untuk mengambil alih hasil
penyidikan Polri, disamping tingkat Sumber daya manusia dan keterpaduan fungsi

oprasional pendukung Satuan Reserse Tipikor yang memerlukan pemberdayaan .

Pemahaman kedua Instansi 'pencgak hukum yang merupakan bagian dari
sistem peradilan Pidana di Indonesia, berawal dari pasal 284 ayat (2) UU No.8
tahun 1981 tentang KUHAP, yang semula bersifat sementara namun berlaku
hingga kini, yang kemudian menjadi semakin sulit dengan lahirnya Keputusan
Presiden RI No.31 tahun 1983 tentang BPKP dan Instruksi Presiden RI No. 15
tahun 1983 tentang Pedoman Pengawasan Melekat serta UU No.28 tahun 1997

tentang Kepolisian Negara RI.

Pelurusan secara proporsional materi peraturan per-Undang-undangan
yang belum semestinya, dan alternatif pemecahan kewenangan penyidikan adalah
merupakan upaya lebih memantapkan penanggulangan Korupsi yang cukup

memprihatinkan Bangsa Indonesia saat ini.
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BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Permasalahan.

Kondisi penanganan kasus Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya
disingkat Tipikor) oleh Polri dewasa ini masih kurang memuaskan karena
belum dapat memenuhi harapan para pimpinan Polri maupun harapan
masyarakat pada umumnya dan karena itu, perlu terus diupayakan

peningkatan peranannya.

Secara khusus dapatlah disini dikatakan bahwa penanganan kasus
Tipikor oleh Polri jarang sekali yang discrima oleh pihak Kejaksaan secara
utuh dalam arti langsung P.21 (berkas perkara dinyatakan lengkap),
biasanya menerima berkas perkara Tipikor dengan status yang tidak jelas
dan atau secara tidak langsung berstatus P.22 (pemeriksaan tambahan).
Dengan demikian, hasil penyidikan Polri terhadap kasus Tipikor dapatlah
dikatakan sia-sia belaka, sebab pihak Kejaksaan akan melakukan
penyidikan lanjutan (pasal 27 (1) UU No. 5 Tahun 1991 tentang
Kejaksaan) atau bahkan melakukan penyidikan secara utuh dari awal.
Hal ini dapat kita Iihat misalnya dalam kasus Tipikor yang terjadi pada

Bank Artha Prima, Bank Pcrniagaan, kasus PT. SUMARECON maupun
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kasus Yayasan Brata Bhakti yang merupakan contoh nyata dari pernyataan

dimaksud."”

Keadaan seperti tersebut diatas, disebabkan karena adanya
berbagai peraturan per-Undang-undangan yang memberikan kewenangan
kepada dua instansi penegak hukum yakni Polri dan Kejaksaan untuk
melakukan penyidikan terhadap kasus Tipikor, disamping kurang

harmonisnya koordinasi diantara keduanya.

Poln selaku penyidik, mendasarkan diri pada Undang-undang No.
8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
(disingkat KUHAP) dimana dalam pasal 6 ayat (1) nya disebutkan, bahwa
penyidik adalah Poln dan Penyidik Pegawal Negeri Sipil tertentu (PPNS).
Penyidik Polri berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap semua
tindak pidana tanpa kecuali. Demikian ditegaskan dalam Undang-undang
No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara RI khususnya pada pasal

14 ayat (1) huruf ”a™.

Dilain pithak Kejaksaanpun merasa berwenang untuk melakukan
penyidikan terhadap kasus Tipikor. Lembaga ini mendasarkan

kewenangan itu pada pasal 284 ayat (2) KUHAP, yang menentukan

)
Mayor Pol. YUROD ALEH, SH, MH, Kepaia Unit Non Dep Satuan Reserse Tipikor

Polda Metro Jaya, Wawancara tanggal 25 Maret 1998,
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bahwa untuk sementara waktu mengenai ketentuan khusus acara pidana
sebagaimana tersebut pada Undang-undang tertentu, sampai ada
perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi, Jaksa berwenang untuk
menyidik tindak pidana ini. Disamping itu Instruksi Presiden RI No. 15
Tahun 1983 (Inspres No. 15/1983) tentang Pedoman Pengawasan Melekat
serta Keputusan Presiden RI No. 31 Tahun 1983 (Keppres No. 31/1983)
tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
menunjuk Jaksa untuk melakukan penyidikan terhadap kasus Tipikor yang

ditemukan oleh BPKP.

Dalam hubungan ini, pemilihan Polda Metro Jaya sebagai tempat
penehitian karena Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta merupakan barometer
dalam berbagai hal.  Juga karena Jakarta merupakan pusat kegiatan
dibidang Politik, Perdagangan, Sosial Budaya dan Pembangunan. Terkait
dengan judul Tesis yang diteliti adalah masalah Korupsi, mengingatkan
kita pada kasus Golden Key, dimana dengan kelthaian tersangka kelas
kakap EDY TANSIL berhasil merugikan keuvangan Negara kurang lebih
Rp. 1,3 Trilyun. Peristiwa serupa silih berganti. Beberapa kasus korupsi
yang melibatkan perbankan nasional dan proyek pembangunan lainnya
berhasil ditangani oleh Polda Metro Jaya maupun Kejaksaan. Melihat
kenyataan praktek dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi yang

sangat memprihatinkan saat ini baik dari aspek proses penyidikannya
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maupun peristiwa korupsi yang telah merasuki bebagai lapisan kehidupan
masyarakat,” Kkarena itu penulis tertarik untuk memilih judu! Tesis

“ Penvidikan Tindak Pidana Korupsi di Pelda Metro Jaya “.

Identifikasi Masalah.

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana diuraikan
didepan, penulis ingin mengangkat suatu permasalahan ” Mengapa proses
penyidikan tindak pidana Korupsi yang dilakukan oleh Polri pada

umumnya dan Polda Metro Jaya pada khususnya tidak tuntas atau tidak

utuh .  Dari permasalahan tersebut, yang menjadi pokok persoalan
adalah :
1. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana korupsi di Polda

Metro Jaya yang berlaku saat ini.
2. Mengapa penyidikan tindak pidana korupsi ini tidak tuntas/utuh,

3. Faktor-faktor apa yang menyebabkan proses penyidikan tindak

pidana korupst tidak tuntas/utuh.

4, Sejauh mana penyidikan tindak pidana korupsi yang diharapkan.

2

ALATAS SYED HUSEN, Sosiologi Karupsi scbuah pcnjajakan dengan data

kontemporer, LP3ES, Jakarta, 1986., hal.2.
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5. Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan
tersebut,
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.
1. Tujuan Penelitian.

Sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan adalah secara
cxplanatory3) dan bersifat terapan dalam arti berusaha mencari
hubungan sebab akibat terhadap suatu gejala tertentu untuk
digunakan di dalam memecahkan masalah yang dibadapi. Dengan

demikian, tujuan penelitian dalam penulisan Tesis ini adalah :

a. Untuk memperoleh pengalaman serta menambah wawasan

penulis didalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan penelitian.

b. Untuk mencal-'i, menemukan dan menganalisis hubungan
atau penyebab tidak tuntasnya proses penyidikan tindak
pidana korupsi yang dilaksanakan oich Poln pada
umumnya dan Polda Metro Jaya pada khususnya sebagai

bahan masukan untuk pemecahannya.

n

Prof. Dr. KUNTJARANINGRAT, Metode-metode penelitian masvarakat, Edisi
heliga, PT, Gramedia Pusiaka Utamna, Jakana, 1994, hal, 16-19.
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2, Kegunaan penelitian ini adalah :

a. Sebagai penelitian yang bersifat terapan berusaha
memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi organisasi
Kepolisian sebagai masukan didalam memberdayakan dan

meningkatkan fungsi Reserse Tipikor.

b. Sebagai bahan masukan didalam penentuan kebijaksanaan
kriminil serta peayempurnaan bagi Lembaga pembuat
Peraturan per-Undang-Undangan khusus di bidang Hukum
Pidana di Indonesia , agar lebih sinkron , terpadu dan tidak

tumpang tindih atas suatu obyek tertentu.

D. Kerangka Teoritis dan Hipotesis

1. Kerangka Teoritis

Di dalam membahas atau menganalisis data hasil penelitian
mengenal ~ Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Polda Metro
Jaya 7, berkenaan judul tesis ini, penulis memilih menggunakan
teori-teori ilmu Hukum Pidana, baik hukum pidana materiil

maupun formil.

Bahwa Tindak Pidana atau Strafbaarfeit menurut VAN

HAMEL adalah perbuatan mana mempunyai karakter yang dapat

Penyidikan tindak ..., Faluaro Zaluchu, PPs-Ul, 1998



di hukum, atau oleh VOS merumuskan Strafbaarfeit ini sebagai

perbuatan yang oleh UU dinyatakan dapat di hukum.”

Tindak Pidana atau Strafbaarfeit menurut pendapat
SIMONS bahwa perbuatan yang boleh/dapat dihukum itu harus
memuat beberapa unsur yaitu :

a. Suatu perbuatan manusia (Menseljke handeling).

Perbuatan (handeling) dimaksud tidak saja suatu perbuatan

(action), tetapi juga tidak melakukan perbuatan yang
seharusnya {(een nalaten),

b. Perbuatan tadi (action dan nalaten) dilarang dan diancam
dengan hukuman oleh UU.
c. Perbuatan tersebut harus dilakukan oleh seseorang yang

dapat  dipersalahkan  karena melakukan perbuatan
tersebut,”

Jadi perbuatan Tindak Pidana Korupsi erat kaitannya

dengan teori pertanggung jawaban di dalam menentukan apakah

seseorang yang melakukan perbuatan Korupsi yang merugikan
keuangan Negara. Karena tiada seseorang atau badan tertentu
dapat di hukum tanpa kesalahan, atau penyimpangan dari

ketentuan tertentu yang dikategorikan sebagai_ melawan hukum

» Drs. KOESPARMONO IRSAN, Hukum Pidana [, tanpa penerbit, Jakarta, 1994,

hal 75-77.

3)

Ibid, hal. 77.
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yang merupakan salah satu unsur penting dalam UU No. 3 tahun

1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada umumnya Tindak pidana Korupsi imt berkaitan
dengan delik jabatan atau ambts delicten” yang sudah barang tentu
melibatkan oknum pejabat atau seorang atau lebih Pegawai
Negeri ? dan atau bekerja sama dengan pihak lain sebagai pelaku.
Karenanya teori-teori tentang penyertaaan atau delnmeming akan
terkait.  Demikian juga bahwa walaupun pelakunya telah
meninggal dunia, dimana dalam pidana biasa menjadi gugur
penuntutannya namun dalam Tindak Pidana Korupsi pelaku tetap

diadili secara in absetia,

Sementara itu teori-teori hukum pidana formal atau hukum
acaranyas} sangat dimungkinkan. Seperti didalam sistim

pembuktian Tindak Pidana Korupsi sudah menggunakan

@ Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH, Delik-delik Kejahatan Jabatan dan Kejahatan-

kejahatan Jabatan Tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Pionir Jaya,
Bandung Hal. 1.

n DJOKO DRAKOSQ, SH, Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil di Indonesta,

Sinar Garafika, Jakarta, 1992, hal. 29.

» RIEN G. KARTASAPOETRA. SH, Pengantar limu Hukum Lengkap, Bina

Aksara, Jakarta, 1998, hal. 231-233.
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pembuktian berbalik” dimana kepada tersangka diperkenankan

untuk memberikan keterangan bahwa ia tidak bersalah melakukan
Tindak Pidana Korupsi.  Begitu juga cara-cara penindakan yang
harus dilakukan olch alat-alat kekuasaan Negara sejak terjadinya
delik atau Tindak Pidana hingga dijalankannya putusan hukum,
kesemuanya diatur dalam Hukum Acara. Kekuasaan Negara
dimaksud di sini antara lain adalah Poln selaku penyidik atau
pemeriksaan pendahuluanm) dan Kejaksaan RI sebagai penuntut
umum; yang ke-dua-duanya merupakan aparat penegak hukum

yang tergabung dalam satu sistem peradilan pidana di Indonesia.

2. Hipotesis

Bahwa penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Polda Metro
Jaya masih belum memenuhi harapan Pimpinan Polri dan
masyarakat pada umumnya.  Hal ini discbabkan karena adanya

berbagat faktor yakni :

” DR. LOEBBY LOQMAN, SH, MM, Beberapa Ikhwal di dalam UU No. 3 Tahun

1971 tentang Peinberantasan Tindak Pidana Korupsi {Diktat), tanpa penerbit, Jakarta,
1995, hal. 43.

H

Loc. Cit. Hal. 233.
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a. Masth adanya kerancuan kewenangan dalam penyidikan

Tindak Pidana Korupsi.

b. Masih terdapat berbagai peraturan per Undang-undangan
yang tumpang tindih.
c. Masih terdapat kendala intern Polda Metro Jaya khususnya

menyangkut Sumber Daya manusia baik secara kuantitatif
maupun kualitatif di samping belum optimalnya

keterpaduan fungsi oprasional Kepolisian terkait.

E. Beberapa pengertian

Di dalam mendalami materi penulisan Tesis ini, penulis
memandang perlu menyampaikan beberapa pengertian guna diperoleh

persepst yang sama.

1. Penyidikan

Menurut UU No. 8 tahun 1981'" teniang KUHAP pasal 1
butir dua, mengatakan bahwa Penyidikan adalah serangkaian
tindakan penyidik dalam hal dan cara yang diatur dalam UU ini

untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti ini

"

ABDUL HAKIM G, NUSANTARA, SH, LLM, KUHAP dan Peraturan-
peraturan Pelaksana, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1986, hal, 5.
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membuat terang tentang Tindak Pidana yang terjadi dan guna

menemukan pelakunya.

2. Korupsi

Menurut Dr. ANDI HAMZAH, SH'? istilah korupsi
berasal dari kata Latin 7 CORRUPTIO ” yang artinya adalah
suatu perbuatan yang busuk, buruk, bejat, tidak jujur, dapat di
suap, tidak bermoral, menyimpang dar kesucian kata-kata atau
ucapan yang menghina atau memfitnah. Sedangkan menurut
Prof. Dr, H BAHARUDDIN LOPA, SH"” memberikan pengertian
umum tentang Tindak Pidana Korupsi ialah ” Suvatu Tindak
Pidana Penyuapan dan perbuatan melawan hukum yang
merugikan/dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara,

merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat.

' DR. AND! HAMZAH, Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya PT.

Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 7.

" prof Dr. H. BAHARUDDIN LOPA, SH, Masalah Korupsi dan Pemecahannva,
PT. Kipas Putih Angkasa, Jakarta, 1997_ hal. 4.

Penyidikan tindak ..., Faluaro Zaluchu, PPs-Ul, 1998



F.

12

Metode Penelitian.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif 9

dimana untuk pengumpulan data yang diperlukan dilakukan melalui :

Metode pengamatan, dengan mengamati cara-cara penyidik di
Polda Metro Jaya memperoleh informasi, pembicaraan-
pembicaraan antara sesama penyidik tentang hal-hal yang mereka

peroleh dalam konsultasi dengan pihak Penuntut Umum

(Kejaksaan), dalam hal koordinasi penyidikan dimana peneliti

tidak terlibat langsung,

Metode pengamatan terlibat, dimana peneliti/penulis turut serta
pada sebagian dari kegiatan pemeriksaan, gelar perkara dari kasus
korupsi yang sedang ditangani oleh penyidik Polda Metro Jaya,
termasuk meneliti berkas-berkas perkara Tindak Pidana Korupsi
yang belum lama ditangani dan telah diserahkan kepada

Kejaksaan.

Metode wawancara, dimana untuk mendalami hal-hal yang belum

di peroleh penulis dalam metode pengamatan dan pengamatan

I& )]

Prof. Di. PARSUDI SUPARLAN, Metodologi Penelilian Kualitatif, Penerbi

Program Pascasarjana Ul, Jakarta, 1994, hal. 9.
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terlibat di coba untuk mendiskusikan dengan pejabat Satuan

Reserse Tipikor maupun penyidiknya secara langsung.

Selain dari pada pengumpulan data lapangan sebagaimana
dijelaskan diatas, juga penulis melakukan penelitian kepustakaan melalui
literatur maupun peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya

dengan penanganan Tindak Pidana Korupsi.

/ BAB II- PENYIDIKAN ........
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BAB II

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DI POLDA METRO JAYA SAAT INI

Umum

Sekitar akhir tahun 1997 atau hingga awal tahun 1998 hubungan
antara Polri dan Kejaksaan pernah menjadi tegang. Ketegangan
hubungan yang mempengaruhi keharmonisan tugas ini berawal pada

kewenangan penyidikan Tindak Pidana Korupst {Tipikor).

Waktu itu tengah marak dengan kasus-kasus korupsi yang bertalian
dengan masalah Perbankan. Dimana Polri baik ditingkat Markas Besar
(Korps Reserse Polri) maupun dikewilayahan khususnya Polda Metro
Jaya, tengah menangani beberapa kasus korupsi yang menyangkut
Perbankan, diantaranya kasus Bank Artha Prima, Pemiagaan dan terakhir
adalah Bank Indonesia (BI) yang melibatkan 3 (tiga) mantan Direksi.
Kasus yang terakhir ini, menjadi pemicu menambah suasana ketegangan
hubungan dari kedua instansi Penegak Hukum ini. Bahkan pimpinan
Kejaksaan Agung RI ketika itu (Singgih, SH) melalul mass media®

menyatakan bahwa penyidikan terhadap kasus korupsi merupakan

Surat Kabar Harian Kompas, tanggal 31 Desember 1997, hal. 8.

14
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kewenangan Kejaksaan.  Sementara pimpinan Poiri pada kesempatan
terpisah menyampaikan Legitiminasi dan dasar-dasar kewenangan Polri
untuk menyidik Tindak Pidana Korupsi. Yang ketika itu, timbul pendapat
baik yang pro maupun kontra dari berbagai pihak masyarakat terutama

para Pakar dan Praktisi Hukum di Indonesia.

Masalah-masalah ini dan termasuk permasalahan yang di-
kemukakan didepan, mendorong penulis untuk melakukan penelitian di
Polda Metro Jaya termasuk Direktorat Reserse Tipikor Korps Reserse
Polri pada bulan Maret hingga Juni 1998, dengan fokus tentunya pada
proses penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Penyidik Poln pada
satuan Kepolisian ini.  Penelitian ini berlangsung secara akrab dan
terbuka amtara peneliti/penulis dengan sasaran, kendatipun kadangkala
penelitian mengalami kendala karena kesibukan petugas satuan Reserse
Tipikor Polda Metro Jaya didalam menghadapi tugas-tugas pengamanan
Sidang Umum MPR 1998 dan berbagai kerusuhan yang terjadi di Jakarta
pada pertengahan Mei 1998 yang lalu. Dimana dari hasil penelitian ini
ditambah dengan pengetahuan secara empirik maupun teori yang penulis
alami selama bertugas di bidang Reserse Kepolisian sebelumnya, telah
menghantar penulis didalam mencari, mengumpulkan, menganalisis dan

menyajikan data seperti yang akan dijelaskan lebih lanjut.
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Namum demikian, sebelum memasuki mater yang akan dibahas,
penulis terlebih dahulu memberikan gambaran proses penyidikan Tindak
Pidana secara umum dan kaitannya dengan sistem peradilan pidana di
Indonesia sehingga pembaca dapat memahami letak perbedaannya dengan

penyidikan Tindak Pidana Korupsi itu sendiri.

Bahwa sesuai dengan makna dan semangat awal pembentukan
Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, yakni dilakukannya
pembagian kewenangan aparat penegak hukum akan tetap: tetap berada
dalam satu sistim yang satu sama lain saling berhubungan dan terpadum
atau yang disebut Criminal Justice System (CJS). Sub sistem dari sistem
tadi disepakati bahwa penyidikan Tindak Pidana dibebankan kepada Polri.
Sub sistem penuntutan dipertanggung jawabkan kepada Kejaksaan.
Sementara tugas mengadili diberikan kepada Pengadilan, sedangkan tugas
pembinaan terhadap Narapidana dibebankan kepada Lembaga

Pemasyarakatan Departemen Kehakiman.

Berkenan dengan penyidikan tindak pidana ini, Polri berupaya di

dalam menyidik suatu kasus kejahatan, melakukan penyelidikan * untuk

2 MARDJONO REKSODIPUTRO, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana

(Kumpulan Karangan), Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas
Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 141,

? ABDUL HAKIM G. NUSANTARA, SH, MH, KUHAP dan Peraturan-peraturan

Pclaksana, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1986, hal. 5.
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menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan masyarakat atau yang
ditemukan sendin oleh petugas Kepolisian merupakan pidana atau bukan.
Apabila diyakini sebagai tindak pidana, berikutnya dilanjutkan tindakan
Kepolisian berupaya upaya paksa yang meliputi : penangkapan,

penahanan, penggeledahan dan penyitaan,")

diteruskan  dengan
pemeriksaan dan penyelesaian berkas perkara. Dan apabila semua telah
tercukupi, maka berkas perkaranya (tahap pertama) dikirim ke pengadilan
melalui Jaksa Penuntut Umum, hingga kegiatan pengiriman tersangka dan

)

barang bukti ke Jaksa sebagai tahap kedua.” Inilah proses penyidikan

kasus tindak pidana yang berlaku secara umum.

Keterkaitan hubungan antara penyidik Polri dengan aparat penegak
hukum diatas dan dalam proses penyelesaian suatu findak pidana diawali
ketika penyidik hendak memulai penyidikan, maka segera penyidik sesuai
dengan pasal 107 KUHAP mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya
Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan dengan tembusan Ketua Pengadilan
setempat.  Surat pemberitahuan ini berisikan kasus yang akan disidik
berikut identitas tersangka. Hal ini merupakan proses awal keterpaduan

dan saling mengawasi; termasuk kegiatan-kegiatan upaya paksa seperti

B

5

Ibid, hal. 12-22.

KEJIAKSAAN AGUNG R], Himpunan Tata Naskah dan Petunjuk Tehnis

Penyeiesaian Perkara Pidana Umum, Penerbit Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umumn,

Jakarta, hal. 5.
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yang diuraikan diatas, mempunyai keterkaitan dan dukungan dengan
petugas CJS. Selanjutnya dalam hal Berkas Perkara (BP) yang dikirim
oleh penyidik sesuai pasal 109 KUHAP dan oleh Penuntut Umum
(disingkat PU) dalam penelitiannya telah memenuhi persyaratan, maka
dalam waktu 14 hari, PU menyampaikan pemberitahuan kepada penyidik
bahwa BP tersebut telah lengkap atau yang dikenal dengan istilah P.21.
Namun sebaliknya bila BP ini masih ada kekurangan, maka PU
mengeluarkan dan menyampaikan pemberitahuan kepada penyidik untuk
segera melengkapi kekurangan yang ada dengan istilah P.19.” Dan
apabila kekurangan BP yang diminta PU telah dipenuhi penyidik, maka
langkah lebih lanjut sama dengan P.21 diatas, yang diteruskan dengan
penyerahan tahap ke 2 berupa penyerahan tersangka dan Barang Bukti

(BB) kepada PU untuk diajukan ke Sidang Pengadilan, 29

Tidak Pernah Ada Pemberitahuan Hasil Penyidikan.

Gambaran secara umum mengenai proses penyidikan suatu tindak
pidana yang ditangani Polri seperti telah dikemukakan diatas (Bab II sub
A) mulai dari dilakukannya penyidikan hingga penyerahan tanggung

jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum, yang di

6)

7

Ibid, hal. 4,
Mayjen. Pol, Drs. MOMO KELANA, Memahami Undang-undang iKepolisian.

Penerbit Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, 1998, hal. 38,
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dalam tahap-tahap kegiatannya selalu disertai pemberitahuan tertulis
tentang hasil penyidikan yang disampaikan PU kepada Penyidik Polri.
Proses berikut kegiatan penyidikan hingga penyerahan tahap kedua ini

yang dinyatakan dalam bentuk pemberitahuan kepada penyidik Polri

adalah sebagai proses penyidikan secara utuh dan tuntas sesuai dengan
Hukum Acara Pidana (KUHAP) terutama pasal 110 ayat (1) yang
menyatakan “ Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan,
penyidik wajib segera menyerabkan Berkas Perkara itu kepada Penuntut

Umum .

Hal yang menarik perhatian penulis selama meneliti beberapa
kasus Tindak Pidana Korupsi yang penyidikannya dilakukan oleh Polda
Metro Jaya seperti kasus ;: Yayasan Bratz‘l Bhakti (YBB), Bank Arta Prima,
Bank Perniagaan, maupun yang ditangani oleh Direktorat Reserse Tipikor
Mabes Polri (Korps Reserse Polri) dalam hal ini kasus korupsi yang
menyangkaut BRI/PT. Sumarecon, mempunyai pola vang berbeda dengan

pola penyidikan Tindak Pidana yang berlaku.

1. Penvyidikan Tindak Pidana Korupsi

Dari hasil penelitian sesuai dengan wawancara dengan
beberapa Perwira Satuan Reserse Tindak Pidana Korupsi di Polda

Metro Jaya maupun Korps Reserse Polri ® menyatakan bahwa

K Letkol. Pol. SUMARDI, Kepala Satuan Reserse Tipikor Polda Metro Jaya,

Wawancara di Ruang Kerja Tipikor tanggal 9 Maret 1998.
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Polri selaku penyidik telah berusaha memenuhi persyaratan yang
wajib dilakukan dalam suatu penanganan kasus korupsi.  Sejak
dimulainya penyidikan, penyidik menyampaikan pembertahuan
kepada Kejaksaan tentang penanganan kasus Korupsi. Sejak itu
pula pihak Kejaksaan tetap memantau. Koordinasi penyidik
kepada Jaksa selalu ditempuh, termasuk dalam hal perpanjangan
masa penahanan, dimana sedari awal dalam surat-surat yang
disampaikan penyidik kepada pihak Kejaksaan, Pengadilan
maupun Instansi terkait di dalam penyidikan ini sudah
mencantumkan pasal ketentuan Undang-undang No.3 tahun 1971

tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pihak penyidik Polri beranggapan bahwa penyidikan
Tindak Pidana korupsi adalah bagian dan penyidikan tindak pidana
pada umumnya yang telah sering ditangani. Perbedaan
penanganan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana biasa
terletak pada pembuktian kerugian Negara, sistem pembuktian
terbalik (oleh tersangka), merahasiakan saksi pemberi/sumber
informasi yang dijamin oleh undang-undang, dan penanganan

.. .Y
kasus ini sebagai prioritas. )

? DIREKTORAT RESERSE POLRI, Himpunan Per-Undang-undangan tentang

Tindak Pidana Korupsi, disusun oleh Subdit Serse Tipikor, lakarta, Agustus 1990, hai.
8-9.
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Dalam hal melakukan penyidikan kasus tindak pidana
korupst tersebut, pihak polri bertindak atau menempatkan dirinya
selaku penyidik, sesuai Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang
KUHAP benkut peraturan pelaksanaanya serta Undang-undang
No. 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Dalam
hal ini penyidik menganggap suatu kasus tuntas atau berhasil
selesai di sidik, manakala hasil penyidikan yang di muat dalam
berkas perkara dan dilimpahkan ke Pengadilan melalui Kejaksaan
telah di nyatakan lengkap oleh Kejaksaan setempat. Jadi Polri

bertindak selaku penyidik yang utuh. Sementara Kejaksaan

diharapkan bertindak sebagai Penuntut Umum sebagaimana
penanganan kasus pidana pada umumnya sesuai dengan pasal 138
KUHAP Yakni :

(1)  Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan
dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya
dan dalam waktu 7 hari wajib memberitahukan
kepada Penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah
lengkap atau belum.

(2)  Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap,
Penuntut Umum mengembalikan Berkas Perkara
kepada Penyidik disertai petunjuk tentang hal yang
harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu
14 har sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik
harus sudah menyampaikan kembali Berkas Perkara
itu kepada Penuntut Umum.'”

10)

lbid, hal. 47.
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Tidak pernah P.19, P.21 dan P.22.

P.19 adalah suatu format atau bentuk surat pemberitahuan
dar pthak Jaksa Penuntut Umum dalam hubungan proses
penyidikan tindak pidana tentang belum lengkapnya hasil
penyidikan tertentu disertai dengan petunjuk P.19 ini
secara resmi disampaikan kepada Pimpinan penyidik
dengan surat kedinasan yang ditanda tangani oleh pimpinan
Kejaksaan setempat.  Pemberitahuan seperii ini (P.19)
diberikan kepada pihak penyidik, dalam tempo 14 han
sejak berkas perkara diterima Penuntut Umum, dimana
pemberitahuan dimaksud berkenaan dengan hasil penelitian
dalam arti pengecekan pesyaratan formal dan materiel dari
berkas perkara yang ditangani penyidik ternyata masih
terdapat hal-hal yang belum cukup dan memeriukan
penambahan atau penyempurnaan. Umumnya penyempur-
naan atas permintaan ini, wajib dipenuhi penyidik Polri |
selambat-lambatnya 14 hari sejak P.19 diterima penyidik.
Ketentuan P.19 ini adalah sesuai dengan pasal 109

KUHAP.

Dalam praktek penyidikan, biasanya (tidak selalu)
sebelum dikeluarkannya P.19 didahului P.18 yakm

pemberitahuan secara resmi tentang belum lengkapnya
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hasil penyidikan tanpa petunjuk Jaksa Penuntut Umum,

Jadi P.18 ini bersifat pemberitahuan awal, bahwa akan
dikeluarkan P.19 atas berkas perkara tertentu yang diterima
pihak Kejaksaan. Tentang P.19 ini sendiri, setelah
penyempurnaan oleh Polri dan diserahkan ke Kejaksaan
kembali, kadangkala masih ada petunjuk tambahan dimana
penyidik sejauhmungkin dipenuhi, dan bila tidak mungkin

lagi, dapat dikoordinasikan dengan Kejaksaan.

P.21 adalah merupakan format atau bentuk surat
pemberitahuan dari Jaksa Penuntut Umum kepada
penyidik, bahwa berkas perkara yang diterima dinyatakan

)

telah memenuhi persyaratan atau lengkap.” Dalam surat

P.21 yang disampaikan juga secara resmi melalui surat

kedinasan, mencanturnkan nomor berkas perkara atas nama
tersangka tertentu, dan dimintakan kepada penyidik setelah
menerima P21 dimaksud untuk segera merealisir
penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang

bukti yang ada.

Mengenai pemberitahuan hasil penyidikan telah

lengkap atau P.21 diperoleh dalam dua hal yakni telah

)]

Kejaksaan Agung, Ibid, hal. 4.
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terpenuhinya  berkas perkara sebagai  kelanjutan
pemberitahuan dengan P.19. Atau bisa juga pemberi
tahuan karena penyerahan berkas perkara yang langsung
dinyatakan lengkap oleh Penutut Umum dalam hal berkas
perkara yang diterimanya langsung telah memenuhi

persyaratan.

Adapun P.22 adalah merupakan pemberitahuan dari pihak
Jaksa Penuntut Umum kepada penyidik Polri, tentang akan
dilakukannya pemeriksaan tambahan atas berkas perkaram
yang difangani penyidik dan telah mengalami proses
pemberitahuan P.19 (berkas perkara belum lengkap disertai
peturjuk) namun penyidik telah maksimal memenuhinya
akan tetapi terdapat kendala schingga oleh Jaksa dinilai
perlu dilakukan pemeriksaan tambahan. Mengenati
pelaksanaan P.22 bersifat selektif dalam arti tidak semua
perkara dan semua tersangka atau saksi.  Tetapi hanya
terbatas pada saksi saja dan terhadap perkara terientu yang
meresahkan masyarakat seperti yang diatur dalam Undang-

undang Kejaksaan No. 5 Tahun 1991 Pasal 27.

Ibid, hal. 16.
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Pemeriksaan tambahan itu sendin, khususnya
terhadap saksi, harus dikoordinasikan dengan penyidik dan
merupakan saksi yang mempunyai kaitan atau relefansi
dengan berkas perkara yang ditangani penyidik Polri.
Dalam pemeriksaan tambahan (P.22) inipun berlangsung
secara resmi. Bahwa baik P.19, P.21 maupun P.22 adalah
merupakan sarana koordinasi maupun saling kontrol dalam
sistem peradilan pidana di Indonesia khususnya dalam hal
ini antar Kejaksaan dan penyidik Polri. Sedangkan sarana
koordinasi dan pengawasan serupa dari pihak penyidik
kepada Jaksa Penuntut Umum berupa Surat Pemberitahuan
Dimulainya Penyidikan (SPDP) maupun perkembangan
penyidikan dalam hal‘- penyidik akan memperpanjang

penahanan tersangka.

Kembali pada pokok bahasan yakni tidak pernah
adanya pemberitahuan hasil penyidikan tindak pidana
korupsi dari pihak Kejaksaan terhadap penyidikan yang
dilakukan Polri. Dalam hal penyidikan tindak pidana
korupsi ini sesuai yang penulis alami selama penelitian
pada satuan Reserse Tipikor Polda Metro Jaya maupun

Direktorat Reserse Tipikor Korps Reserse Polrr (Mabes
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Polri) dari 10 kasus yang ada, 90 % tidak ada

pemberitahuan berupa P.19, P.21, ¥ sedangkan satu kasus

yaitu kasus korupsi atas PT. SUMARECON/BRI
dinyatakan P.19 dan dalam keadaan masih bolak balik
Berkas Perkaranya antara penyidik dan Kejaksaan
kendatipun sudah ada permintaan khusus yang memintakan
kepada pihak Kejaksaan sesuai dengan surat No. Pol. :
R/128/VI/1998/Dit Tipikor tanggal 8 Juni 1998'Y agar
kejaksaan jangan mengambil alih penyidikan kasus ini, tapi
hedaknya bertindak selaku Penuntut Umum berdasarkan

Pasal 138 KUHAP.

3. Tingkat Hasil Penvidikan Tipikor.

Dari 10 kasus tindak pidana korupsi yang penulis dalami
selama penelitian sebenarnya tingkat penyidikan yang dicapat oleh
penyidik Polri telah sampai pada tahap berkas perkara siap
diajukan ke Penuntut Umum atan yang dikenal dikalangan aparat

penegak hukum sebagai kesiapan penyerahan tahap pertama.

% Mayor Pol. YUROD, SH, MH, Kapala Unit Tipikor Polda Metro Jaya,

Wawancara tanggal 22 Juni 1998.
) Sumber diperoleh dari Kol Pol. Drs. FAJAR ISTUONO, Dircktur Reserse
Tipikor Korserse Polri.
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Hanya saja hasil kerja keras penyidikan yang dilakukan oleh
penyidik Polda Metro Jaya tidak pernah memperoleh penelitian
dani PU. Termasuk pemberitahuan hasil penyidikannya apakah
sudah lengkap atau belum. Padahal ketentuan seperti ini wajib
dilakukan sebagaimana dipersyaratkan menurut Pasal 138

KUHAP.

Dalam kenyataan yang berlaku dalam praktek bahwa
umumnya kasus-kasus korupsi yang penyidikannya dilakukan oleh
Polri Polda Metro Jaya seperti disinggung didepan cukup ironis
dan memprihatinkan. Artinya seberapa saja hasil penyidikan yang
bisa dihimpun oleh penyidik Polri pasti diterima oleh Kejaksaan.
Kecuali seperti yang dikemukakan didepan mengenai kasus
korupsi PT. SUMARECON/BRI saat penelitian ini dilakukan
tingkat penyidikannya mencapai tingkat P.19. Kenyataan
menyjukkan bahwa begitu berkas perkara diserahkan penyidik
Polri kepada Kejaksaan langsung diterima serta dimintakan untuk
secepatnya penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti

yang ada, tanpa mempersoalkan sudah terpenuhi atau belum

persvaratan penvidikan. Jadi, tingkat hasi! penyidikan kasus

korupsi yang disidik Polda Metro Jaya sangat bervariasi dan belum

mencapai tingkat penyidikan maksimal secara utuh.
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Polri Dianggap Tidak Berwenang Menyidik

Mendapat saran hilangkan Pasal Korupsi.

Sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya
Penyidikan (SPDP) kasus tindak pidana Korupsi oleh penyidik
Polda Metro Jaya kepada Kejaksaan Tinggi Jakarta, maka
koordinasi mulai dilakukan. Dalam hubungan ini sesuai dengan
wawancara dengan petugas Satuan Reserse Tipikor Polda Metro
Jaya, yang aktif melakukan koordinasi adalah pihak penyidik
Polri.  Koordinasi ini dilakukan dengan mendatangi pejabat

Kejaksaan dalam hal ini Asisten Pidana Khusus.

Materi-materi yang dikoordinasikan meliputi upaya-upaya
agar proses penyidikan bisa berjalan lancar. Umumnya penyidik
Polri sesuai dengan yang penulis saksikan dalam berkas perkara
yang ada, dalam administrasi penyidikan tindak pidana korupsi
yang ditangani, mulai dari SPDP, Surat Perintah Penangkapan,
Penahanan, Penyitaan dan sebagainya, tercantum pasal yang di
tuduhkan penyidik dengan menggunakan pasal Undang-undang

Korupsi (No.3 tahun 1971).

Tahap awal koordinasi penyidikan diterima oleh Pejabat

Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jakarta. Namun lebih lanjut
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menurut Mayor Pol. IBRAHIM," koordinasi-koordinasi ini oleh
Pejabat Kejaksaan dialihkan kepada Pejabat Kejaksaan Pidana
Umum, dan berlangsung beberapa kali. Pihak Penyidik Polri
menyadar1 bahwa cara-cara seperti itu sebagai upaya mengalihkan
kasus korupsi yang sedang ditangani diarahkan pada pidana umum.

Akan tetapi pihak penyidik tidak ada usaha atau langkah-langkah

pemecahan untuk di koordinasikan pada level Pimpinan, tapi

dibiarkan berlangsung, dengan alasan untuk menjaga hubungan
kedua instansi. Lebih ironis lagi pihak/pejabat Kejaksaan Tinggi
Jakarta dalam acara koordinasi dengan penyidik yang menangani

kasus korupsi tersebut selalu disarankan untuk tidak menggunakan

pasal-pasal dalam Undang-undang No. 3 tahun 1971 tentang
pemberantasan Tindak Pidana Ko_ru@ seperti pasal 1 ayat 1 huruf
” ¢ 7. Dikatakan oleh Petugas Kejaksaan bahwa menggunakan
pasal-pasal dalam KUHP, penyidikan akan lebih mudah dan juga

lebih mudah di dalam tugas penuntutan,

Dalam hal ini Polri selaku Penyidik Utama'® yang sifatnya
mandiri, semestinya memiliki otoritas didalam melakukan
penyidikan. Tidak perlu terpengaruh apalagi tergantung pada

pejabat instansi lain dengan kegiatan-kegiatan koordinasi.

1M

Mayor Pol. IBRAHIM, Wawancara tanggal 22 Juni 1998.
ABDUL HAKIM, Iid, hal, 185.
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2. Disarankan tidak perlu saksi ahh

Masih dalam hubungan koordinasi penyidik Polri dengan
Jaksa Penuntut Umum, yang tengah menangani kasus korupsi.
Seperti halnya ketika penyidik Polda Metro Jaya melakukan
Penyidikan Kasus Tindak Pidana Korupsi yang menyangkut
Yayasan Brata Bhakti, kasus Korupsi atas nama tersangka
CHALID AINI (59 th}) Mantan Direktur Utama Bank Arta Prima,
sesuai dengan laporan Polisi No.Pol.: LP/970/K/1V/1997/Satgas 7
B” tanggal 29 Aprl 1997, tidak menggunakan saksi ahli dan
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Menurut penyidik (Mayor Polisi BENNY. M)'” tidak
mendatangkan saksi ahli dari BPKP karena mendapat saran dan
Petugas Kejaksaan Jakarta, bahwa tidak perlu saksi ahli BPKP,
asalkan terdapat beberapa saksi lain yang mengetahui terjadinya
kasus tersebut. Berbeda halnya dengan yang dialami penyidik
Direktorat Reserse Tipikor yang berusaha mendatangkan saksi Drs.
SUDARSONO, selaku saksi ahli dari BPKP Pusat, disamping 15

orang saksi lainnya.

Mengenai saksi ahli ini sendin adalah terkait dengan alat

h Mayor Pol. DENNY MAMOTO, Wakasat Serse Um Dit Serse Polda Metro Jaya,
Wawancara tanggal 20 Maret 1998.
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bukti sesuai dengan pasal 184 KUHAP. Alat bukti yang di

maksud meliputi :

a. Keterangan ahli
b. Keterangan saksi
¢. Surat

d. Petunjuk

8
Keterangan tersangka.1 )

o

Saksi ahli dalam kasus Tindak Pidana Korupsi adalah
Pejabat yang di tugaskan untuk menentukan apakah perbuatan
yang dilakukan oleh tersangka merupakan perbuatan melawan
hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang No.
3 tahun 1971 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Disamping itu, saksi ahli juga diperlukan untuk menentukan
jumlah Keuangan Negara yang turut dirugikan sebagai akibat
perbuatan melawan hukum oleh tersangka, Saksi ahli dari BPKP
ini, keterangannya sangat diperlukan baik pada tingkat penyidikan

maupun dalam persidangan dipengadilan.

Pengambil Alihan Penvidikan

Pengambil alihan penyidikan kasus Tindak Pidana Korupsi

vang di tangani oleh Penyidik Polda Metro Jaya sejauh ini

18)

Loc. Cit, Hal. 63.
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merupakan pemeriksaan tambahan sesuai dengan istilah P.22 tentu
tidak menjadi masalah.  Demikian pula pengambil alihan berkas
perkara oleh Kejaksaan secara tegas penulis belum dapat
dipastikan, karena penelitian yang penulis lakukan belum
menyentuh pada Pejabat Kejaksaan dan baru terbatas dan
penjelasan-penjelasan/keterangan  yang diperoleh dari Pejabat

Polda Metro Jaya maupun Direktorat Reserse Tipikor Mabes Polri

Keterangan Mayor Polisi BENNY, M'? diantaranya
mengatakan "Pihak Kejaksaan berusaha menarik penyidikan
Tindak Pidana Korupsi yang sedang di sidik oleh Polri, seperti
kasus Korupsi Bank Arta Prima, yang saatnya bertepatan dengan
ketika perpanjangan massa penahanan diperlukan dari Kejaksaan.
Tidak jarang penyidik didesak agar perkaranya dilimpahkan saja

kepada Kejaksaan.”

Keinginan dari pihak Kejaksaan ini menurut penulis
semakin jelas, mulai dari upaya mendesak saat-saat penyidik
terjepit perpanjangan penahanan, hingga dengan adanya surat
edaran Jaksa Agung Republik Indonesia secara berturut-turut dua

kali yang di tujukan kepada para Kepala Kcjaksaan Tinggi seluruh

{4}

Loc. Cit. Wawancara tanggal 22 Juni 1998.
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Indonesia. Pertama surat bernomor : B.570/8/Ppk.19/1994
tanggal 30 September 1994 dan kedua bemomor : R.124/
P/Ppk.17/1995 tanggal 24 Juni 1995.°” Kedua surat Jaksa Agung
tersebut bensikan arahan untuk mengambil alth hasil penyidikan
Tindak Pidana Korupsi yang ditangani pihak Kepolisian setempat

dengan_alasan untuk dilakukan sendiri penyidikannya oleh

Kejaksaan serta karena Polri dianggap tidak berwenang

(terlampir).

Dalam konfirmasi tentang surat Edaran Jaksa Agung
Republik Indonesia ini kepada Petugas Satuan Reserse Tipikor

Polda Metro Jaya ternyata belum diketahui,”” kecuali Pejabat pada

Direktorat Reserse Tipikor Mabes Poiri yang memperolehnya dari

sumber tidak resmi dan Kejaksaan.

Kewenangan Penyidikan Tipikor

1.

Dasar Kewenangan Polri dan Kejaksaan

Seperti di singgung di muka, bahwa Pimpinan kedua

instansi Penegak Hukum Pidana ini (Polri dan Kejaksaan ) saling

20)

21

Surat Jaksa Agung Rl, Sumber diperoleh dari Dit Serse Tipikor Korps Reserse
Polri Jakarta, 1998.

Mayor Pol. YUROD, SH, MH, Wawancara tanggal 2 Juli 1998.
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menyatakan instansinya memiliki kewenangan penyidikan Tindak
Pidana Korupsi. Untuk memperoleh gambaran tentang hal
tersebut, penulis menyampaikan peraturan perundang-undangan
yang berhubungan erat dengan kewenangan penyidikan Tindak

Pidana Korupsi :
a. Kepolisian Republik Indoaesia, mendasari pada :

1} Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
(pasal 6 dan 284 ) berikut Peraturan Pemerintah

No. 27 tahun 1983 (pasal 17),

2) Undang-undang No.2§ Tahun 1997 fentang

Kepolisian Republik Indonesia (pasal 14 ayat (1)

-~

huruf k- a kel

b. Kejaksaan Agung Republik Indonesia, mendasari

pada :

1) Undang-undang No. 3 tahun 1971 tentang

pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .

2) Undang-undang No. 5 tahun 1991 tentang

Kejaksaan Republik Indonesia.

3) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

(Pasal 284 ayat (2), berikut Peraturan Pemerintah
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No. 27 tahun 1985 (pasal 17).

4) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 31
tahun 1983 tentang Badan Pengawas Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) (pasal 44).

5) Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 15 tahun
1983 tentang Pedoman Pengawasan Melekat (pasal

16).

c. Tentang KUHAP yang merupakan salah satu dasar

Kewenangan Poln melakukan penyidikan Tindak Pidana

adalah pasal 6 yang menyatakan bahwa penyidik terdin

dari

1) Pejabat Kepolisian Republik Indonesia.
2) Pejabat Pegawai Negri Sipil tertentu.

Sedangkan pasal 284 ayat (2) yang merupakan

ketentuan peralihan dimana ditentukan bahwa dalam waktu

dua tahun setelah Undang-undang ini (KUHAP) di
undangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan

ketentuan Undang-undang ini dengan pengecualian untuk

sementara mengenai  ketentuan khusus acara pidana

sebagaimana terscbut pada undang-undang tertentu sampai
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ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.
Sedangkan dalam penjelasan pasal 284 (2) KUHAP yang
dimaksudkan dengan ketentuan khusus acara pidana
sebagaimana tersebut pada Undang-undang ini dijelaskan
antara lain Undang-undang tentang pengusutan, penuntutan
dan peradilan tindak pidana ekonomi (UU No.7/Drt/1955),
Undang-undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(UU No 3/1971) dengan catatan bahwa semua ketentuan
khusus acara pidana tersebut akan ditinjau kembali, diubah

atau dicabut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Pasal 17 Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983

tentang Penyidikan terhadap Tindak Pidana Tertentu

sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 (2} UU No. 8
tahun 1981 tentang KUHAP, maka penyidikannya

dilaksanakan oleh Penyidik, Jaksa dan Pejabat Penvidik

yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-

undangan,

Undang-undang No 28 Tahun [997 tentang Kepolisian
Republik Indonesia khususnya pasal 14 ayat (1) huruf ”a ™
yang berbunyi ” Poln berwenang melakukan Penyelidikan

dan Penyidikan terhadap semua Tindak Pidana secsuai
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dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan Perundang-
undangan lainnya. Kedua peraturan perundang-undangan
tadi (UU No.8 tahun 1981 berikut PP 27/1983 dan UU No.
28 tahun 1997) menunjukan adanya kewenangan Polri
untuk melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana

Korupsi.

e. Di bagian lain, tentu saja Pihak Kejaksaan berwenang
melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi. Undang-
undang No. 3 tahun 1971 tentang pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi terutama pasat 3 dan 26.” Dimana pasal 3
UU No.3/1971 menyatakan Penyidikan dan Penuntutan
Tindak Pidana Korupsi di jalankan menurut ketentuan-
ketentuan yang berlaku sekedar tidak ditentukan lain dalam
Undang-undang ini.  Sementara pasal 26 menyatakan 7

Jaksa Agung selaku Penegak Hukum dan Penuntut Umum

Tertinggi memimpin, mengkoordinir tugas Kepolisian

represif yustisial dalam penyidikan perkara-perkara

Korupsi yang di duga akan mengandung petunjuk-petunjuk

telah dilakukannya oleh seorang yang harus di adili oleh

m

DIREKTORAT RESERSE POLRI, Hunpunan i’er-Undang-undangan tentang
Tipikor, hal. 4.
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pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Militer maupun
oleh seorang yang harus diadili oleh Pengadilan dalam

lingkungan Peradilan Umum.
f Undang-undang No.5 tahun 1991 tentang Kejaksaan R

Menurut pasal 27 ayat (1) di bidang Pidana,
Kejaksaan tidak diberi tugas dan wewenang menyidik
Tindak Pidana. Tugas dan wewenang Kejaksaan

sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (1) menyatakan :

1) Melakukan penuntutan dalam perkara pidana.
2) Melaksanakan penetapan hukum dan putusan
Pengadilan.

3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
keputusan lepas bersyarat.

4) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu
dapat melaksanakan pemeriksaan tambahan setelah
dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksana-
annya di koordinasikan dengan penyidik 2 dengan
penjelasan ;

a) Tidak dilakukan terhadap tersangka.

b) Hanya terhadap perkara-perkara yang sulit
pembuktian dan atau dapat meresahkan
masyarakat dan atau yang dapat mem-
bahayakan keselamatan Negara.

Sekretariat Negara Rl, Undang-undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI.
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c) Harus dapat disclesaikan dalam waktu 14
hari setelah dilaksanakan ketentuan pasal
110 dan pasal 138 ayat (2) KUHAP.

d) Prinsip koordinasi dan kegasama dengan
penyidik.

g Undang-undang NO. 8 tahun 1981 tentang KUHAP.

Kewenangan Kejaksaan yang bertalian dengan
penyidikan suatu perkara pidana tercantum pada pasal 284
ayat (2) tentang ketentuan peralihan, yang menyebutkan
bahwa untuk sementara mengenal ketentuan-ketentuan
khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada UU
tertentu masih berlaku dengan catatan akan ditijau kembali,
diubah atau di cabut dalam waktu sesingkat-singkatnya.
Undang-undang tertentu di sini dikaitkan penjelasan UU ini
meliputi atara lain Undang-undang No. 7/Drt/1955 tentang
Tindak Pidana Ekonomi, UU No0.3/1971 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Sementara di
dalam pasal 17 dan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun
1983 sebagai PP dari UU No. 8 tahun 1981 tentang
KUHAP, di jelaskan bahwa Penyidikan menurut
Ketentuan Khusus Acara Pidana sebagaimana terscbut pada
UU tertentu sepertt dimaksud dalam pasal 284 ayat (2)

KUHAP, dilaksanakan oleh Penyidik, Jaksa dan Pcjabat
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Penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan

perundang-undangan.
h. Keputusan Presiden No. 31 tahun 1983 tentang BPKP.

Keputusan Presiden ini mengatur tentang Badan
Pengawas-an Keuangan dan Pembangunan.  Tercantum
dalam pasal 44 menyebutkan “Apabila dari hasil
pemeriksaan diperkirakan terdapat unsur Tindak Pidana

Korupsi, Kepala BPKP melaporkan kepada Jaksa Agung”.

Instruksi Presiden No. 15 tahun 1983 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengawasan. Dalam Instrukst Presiden im
yang berhubungan dengan penanganan Perkara Pidana
tercantum pasal 16 ayat™(2) huruf “ ¢ “ dan pasal 19 ayat
(1. Pasal 16 ayat (2) Huruf > ¢ 7 wmenyatakan :
Tindakakan pengaduan Tindak Pidana dengan
menyerahkan perkaranya kepada Kepala Kepolisian RI
dalam hal terdapat indikasi Tindak Pidama Umum atau
kepada Kepala Kejaksaan RI dalam hal terdapat indikas
Tindak Pidana Khusus seperti Korupsi dan lain-lainnya.
Sementara pasal 19 ayat (1) menyebutkan ” Penyelesaian

tindak lanjut masalah yang berhubungan dengan Tindak
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Pidana dikonsultasikan oleh Kepala BPKP dengan Kepala

Kepolisian RI dan/atau Jaksa Agung RL

Penggunaan Pasal Alternatif/Ganda.

Dalam pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi
(Tipikor) yang dilakukan oleh Penyidik Polri pada Polda Metro
Jaya menggunakan beberapa pasal dari Undang-undang yang
berbeda untuk satu kasus Tindak Pidana Korupsi.  Menurut
Penyidik SUTARLAN®Y penggunaan beberapa pasal ini dimaksud-
kan untuk menjaring pelaku agar tidak lolos atas perbuatan Pidana
yang dilakukannya. Penggunaan pasal Alternatif ini dapat terlihat

dalam beberapa kasus antara lain :

a. Kasus Korupsi pada Bank Arta Prima atas nama tersangka
Harry, dengan kerugian Negara sebesar Rp 324.335.702.

745, dengan pasal yang di tuduhkan :
1) Primer : Pasal | ayat (1) huruf ™ b ” UU Korupsi
No.3 tahun 1971,

2) Subsider : UU Perbankan No. 7 tahun 1992 Pasal

49.

* Pelda

SUTARLAN, Penyidik Reserse Tipikor Polda Metro Jaya,

Wawancara/Berkas Perkara tanggal 22 Juni 1998,
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3) Lebih subsider : Pasal 263 KUHP (Pemalsuan).

Kasus Korupsi pada Yayasan Brata Bhakti atas nama
tersangka JAN NORMAN dkk (4 orang ) dengan kerugian

Negara sebesar Rp 591.810.000,- menggunakan pasal ;

1) Primer : Pasal 1 ayat (1) huruf "a”dan”b ™ yo

pasal 28 yo 34 UU Korupsi No. 3/1971.

2) Subsider : Pasal 374 KUHP (Penggelapan dalam

Jabatan),

3) Lebih Subsider : Pasal 372 KUHP.

Kasus Korupsi penyuapan pada Bank Perniagaan Cabang
warung Buncit Jakarta Selatan dengan kerugian Rp. 47, 5
Milyar, atas nama 5 tersangka JOHNY ADOLF
PANJAITAN dan HENDORO BUDIONO HALIM

(melarikan diri ke Luar Negeri dan kemudian bunuh diri di

sebuah hotel di daerah Jawa Barat) menggunakan pasal =

1} Primer : Pasal 1 ayat (1) huruf > ¢ ™ UU Korupsi

No. 3/1971.

-

25

Dikutip dari Berkas Perkara, Suinber Dit Serse Polda Metro Jaya.
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2) Subsider : Pasal 49 ayat (1} dan (2) UU Perbankan

No. 7/1992 yo pasal 55 dan 56 KUHP.

Penyidik di dalam penanganan kasus ini tidak
konsisten di dalam penggunaan pasal terutama terlihat pada

surat-surat/administrasi penyidikan seperti :

1) Surat Perintah Penangkapan : menggunakan pasal

419 KUHP yo UU No. 11/1980 tentang penyuapan,

2) Surat Perintah Penahanan : Pasal 49 UU No.

7/1692 (Perbankan).

3) Berkas Perkara : Seperti pada butir ” ¢ ” diatas

(Primer, Subsider, dan Lebih Subsider)

Kasus Korupsi pada Dinz;s pendapatan Daerah tentang dana
STNK, atas nama tersangka R SANTOSO, menurut
penyidik Kapten SIDAURUK unsur Pidana Korupsinya
telah terpenuhi, dengan pasal tuduhan primer ; pasal 1 ayat
(1) huruf a dan b UU korupsi No0.3/1971, Subsider pasal
263 KUHP, akan tetapi dalam pelaksanaannya oleh pihak
Kejaksaan menuntut dengan pasal pemalsuan (pasal 263

KUHP).

/ BAB HI- FAKTOR-FAKTOR ... ...
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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

A. Faktor Intern.

Didalam membahas faktor intern dalam arti terkait dengan hal

yang berada dilingkungan Polri khususnya pada Polda Metro Jaya, di

~ dalam penulisan tesis ini, penulis membatasi pada 3 hal. Ketiga hal
tersebut, menyangkut masalah personil, dukungan operasional fungsi
Kepolistan dan kebijaksanaan yang berlaku di Polda Metro Jaya. Ketiga
faktor ini sangat berpengaruh di dalam pelaksanaan penyidikan tindak
pidana korupsi. Masalah-masalah lain terutama berkaitan dengan sarana

dan prasarana tentu berpengaruh, namun dalam penulisan ini tidak

dibicarakan.
1. Personil Satuan Tipikor.
a. Kuantitas.

Dari segi kuantitas, jumlah personil penyidik pada

Satuan Reserse Tipikor Polda Meitro Jaya berjumlah 40

Y

orang. Dari jumlah ini = 21 orang berpangkat Perwira

Sumber Dala Kasubbag Bin Min Dil Serse Polda Melro Jaya, Data Kepangkaten dan
Pendidikan Satuan Reserse Tipikor. Agustus 1998,

44
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(Pamen 3 orang dan Pama 18 orang) sedangkan sisanya (19
orang) adalah berpangkat Bintara. Hal ini bila
dibandingkan dengan Daftar Susunan Personil dan
Perlengkapan (DSPP) Satuan Reserse Tipikor yang
semestinya berjumlah 92 orang, berarti yang terpenuhi baru
40, 34 %, dimana jumlah personil yang tersedia saat ini
dibandingkan dengan volume pekerjaan tentu jauh dari

memadai.

b. Kualitas.

1) Masih terdapat personil yang belum pernah

mengikuti pendidikan kejuruan Reserse sebanyak

12 orang atau 30 %. Yang telah memiliki
pendidikan kejuruan Reserse sebanyak 28 orang
dimana sebanyak 24 orang diantaranya hanya

memiliki pendidikan kejuruan dasar Reserse.

2) Dari personil Satuan Reserse Tipikor Polda Metro
Jaya ternyata belum ada yang secara khusus

memperoleh pendidikan kejuruan Reserse Tipikor.

3) Dari segi pendidikan umum personil Satuan Reserse

Tipikor, meliputt :
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a) Perguruan Tinggi/Akademi : 7 Orang
b) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas  : 33 Orang

c) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama: - Orang

2. Dukungan fungsi operasional.

a. Keberadaan Satuan Reserse Tipikor Polda Metro Jaya yang
secara riel baru operasional sejak 1 Juli 1995. Keberadaan
ini didasarkan pada Surat Keputusan Kapolri No. Pol. :
Skep/15/X1/ 1993 tanggal 31 Agustus 1993, yang dilandasi
dengan Surat Keputusan Panglima ABRI Nomor
Skep/11/X/1992 tanggal 5 Oktober 1992 tentang Validasi
organisasi dilingkungan Polri, dimana Satuan Reserse
Tipikor dipimpin oleh Kepala Satuan berpangkat Letnan

Kolonel.

b. Dukungan fungsi operasional terkait didalam proses
penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi yang

ditangani, menurut Kasat Reserse Tipikor ?

tidak pernah
memperoleh  informasi  dan dukungan baik dan

Intelpampol, Bimaspol maupun fungsi operasional

& Letkol. Pol. Sumardi. hasil wawancara, tanggal 9 Maret 1998 di Sat Serse
Tipikor Jakarta.
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kepolisian lainnya.  Dart sepuluh kasus korupsi yang
ditangani, tujuh kasus sudah diajukan ke Pengadilan.
Terungkapnya kasus-kasus tersebut, informasi awal
diperoleh dari masyarakat baik langsung maupun surat
kaleng (anonim) serta temuan oleh petugas Satuan Reserse
Tipikor sendin. Padahal mengenai dukungan antara fungsi
operasional ini terutama membantu fungsi Reserse di dalam
pengungkapan kasus pidana yang merupakan tugas utama
Polri telab ada dan tertuang didalam Petunjuk Lapangan

Kapolni No. Pol. : Juklap/189/111/1993 tanggal 10 Maret

1993.”
3. Kebijaksanaan vang ada. ®
a. Secara struktural organisasi Reserse Polda Metro Jaya yang

menangam kasus tindak pidana korupsi hanya ada di
Markas Komando Polda Metro Jaya saja. Fungsi tersebut
diemban oleh Satuan Reserse Tipikor.  Satuan Reserse
yang ada pada Polres dan Polsek Metro tidak

. - . -4
menangani  kasus - kasus Tindak pidana korupSL)

3)

Mabes Polri, Petunjuk Lapangan Kapolri tentang Hubungan Tata Cara Kerja
Intelpampol dan Reserse, Jakarta, 1993,

LY

Mayor Pol. E. Pernong, SH. Wakapolres Metro Jakarta Utara. wawancara tanggal
Agustus 1998 di Jakarta.
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Sentralisasi  penanganan  kasus-kasus tindak pidana
korupsi ini dimaksudkan untuk lebih memudahkan

pengendalian.

b. Menurut beberapa penyidik, intervensi atau campur tangan
pihak diluar penyidik secara non teknis cukup besar bahkan
dirasakan merupakan kendala dalam proses setiap
penyidikan tindak pidana korupsi. Umumnya
menginginkan agar penyidikan kasus-kasus korupsi tertentu
dibatasi dan atau dihentikan, seperti antara lain yang
terlihat pada penanganan kasus korupsi yang menyangkut

Bank Indonesia.

Faktor Ekstern.

Terdapat tiga masalah yang mempengaruhi penyidikan tindak
pidana korupsi di Polda Metro Jaya yang berasal dari luar pihak Polri.
Ketiga masalah tersebut masing-masing : masih terdapatlnya materi
peraturan per-Undang-undangan yang rancuw/tumpang tindih, persepsi
dikalangan aparat penegak hukum dan pandangan masyarakat.  Tidak
menutup kemungkinan masih terdapat masalah lain diluar ketiga faktor
diatas, namun penulis membatasi diri pada hal-hal itu untuk dibahas lebih

lanjut dibawah im,
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Kerancuan/Tumpang Tindih Peraturan.

Kerancuan yang dimaksud disini adalah ketidak jelasan
atas mater peraturan per-Undang-undangan tertentu, sehingga
dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda. Sementara tumpang
tindih yaitu beberapa materi peraturan per-Undang-undangan yang
berlaku tentang satu obyek yang satu sama lain tidak singkron dan
atau kemungkinan bertentangan atau menghilangkan kewenangan
instansi lain.  Peraturan per-Undang-undangan dimaksud yang
bertalian dengan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi di
Indonesia dapat tergambar pada beberapa aturan positif antara
lain :

a. Kerancuan Peraturan. Seperti dijumpai pada UU No. 8
tahun 1981 tentang KUHAP pasal 6 dan pasal 284 berikut
Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 pasal 17, serta UU
No. 28 tahun 1987 tentang Kepolisian RI terutama pasal 14

7

ayat (1) huruf ” a”. Permasalahan sekarang dimana letak
kerancuan peraturan per-Undang-undangan itu 7. Untuk

memahaminya perfu satu persatu didalami.

Bahwa sejak semula pembuat UU No. § tahun 1931

tentang KUHAP berketetapan hati melakukan pemisahan
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atau pembagian kewenangan dikalangan aparat penegak
hukum namun masih tetap dalam satu Sistem Peradilan

Pidana (SPP) dimana fungsi penyidikan dipercavakan pada

Polri, fungsi penuntutan dibebankan pada Kejaksaan,

fungsi mengadili kepada Pengadilan Negeri dan fungsi
membina narapidana dipercayakan pada Lembaga
Permasyarakatan.SJ Pasal yang mengatur mengenai

penyidik secara jelas dan tegas tercantum pada pasal 6 ayat

Thuruf”a” dan”b” KUHAP. Dimana penyidik adalah
” Pejabat Polisi Negara RI dan Pejabat Pegawai Negeri
Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU ™.
Fungsi penyidik dan funpsi penuntut dimuat pada Bab yang
sama yakni Bab IV UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP.
Hanya saja fungsi penyelidik dan penyidikan lebih lanjut
ditempatkan secara terpisah dengan fungsi penuntut yakni
pada Bagian Kesatu, sementara fungsi Penuntut Umum
pada Bagian Ketiga.  Kejelasan dan ketegasan tentang
siapa penyidik, sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1|

huruf “a™ dan " b KUHAP, kata-kata tersebut menjadi

» FLOEBRY LOOMAN, SH, MH, Pra Peradilan_di_Indonesia; Ghalia Indonesia,

Jakarta, 1987, hal, 15.
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rancu atau kabur kembali dengan muncuinya pasal 284

ayat (2) KUHAP yang berada pada UU yang sama yakni
UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP. Pasal 284 ayat (2)
KUHAP sendiri adalah ketentuan peralihan dimana dalam
waktu dua tahun setelah UU imi diundangkan maka

terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan UU ini,

dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan
khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada UU
tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak
berlaku Iagi.(’) Pada bagian penjelasan dari pasal 284 ayat
(2) tertera bahwa ™ yang dimaksud dengan ketentuan
khusus acara pidana sebagaimana terscbut pada, a.l : UU
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (UU No. 3
Tahun 1971). Dikaitkan dengan PP No. 27 Tahun 1983

kel

pasal 17 dikatakan bahwa Penyidikan menurut
ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada
UU tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 ayat

(2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, Jaksa dan pcjabat

penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan

® ABDUL HAKIM G. NUSANTARA, SH, LLM, Kitab Undang-undang Hukum

Acara Pidana dan Peraturan Pelaksanaan, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1986, hal. 93.
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)

per—Undzsmg—undangan.7 Jadi, disini terjadi kerancuan

dengan munculnya lagi penyidik jaksa atau Perwira TNI-

AL diluar penyidik yang tegas-tegas diatur dalam pasal 6

ayat (1) huruf ”a ” dan” b ” yaitu Polri dan PPNS.

Kerancuan lain pada materi peraturan per-Undang-
undangan diluar KUHAP terlihat pada pasal 14 ayat (1)
huruf ”a ” UU No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian RL
Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa “ Polri berwenang
melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua
tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan
Peraturan per-Undang-undangan lainnya ™. Hal ini bila
ditafsirkan bahwa Polri memiliki kewenangan menyidik
semua tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi dan
tindak pidana dibidang perikanan yang saat ini menjadi

kewenangan Perwira TNI-AL.
Tumpang Tindih Peraturan.

Dimana kita dapat menemukan adanya tumpang
tindih peraturan per-Undang-undangan yang bertalian erat

dengan penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia 7.

b

Ibid., hal. 154.
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Untuk menjawab hal tersebut perlu didalamn berbagai
Peraturan Per-Undang-undangan yang masih berlaku antara
lain Keppres No. 31 Tahun 1983 pasal 44 tentang BPKFP
dan Inspres No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengawasan Melekat khususnya pasal 16 ayat

(2) huruf "¢ ™.

Pasal 44 Keppres No. 31 Tahun 1983 menyatakan
* Apabila dari hasil pemeriksaan terdapat unsur tindak

pidana korupsi, Kepala BPKP melaporkan kepada Jaksa

}

Agung »®  Pasal 44 ini, mengisyaratkan bahwa tindak

pidana korupsi menjadi kewenangan Kejaksaan semata,

sementara apabila ditermiukan tindak pidana lainnya, tidak
dijelaskan; namun dapat ditafsirkan bahwa tentunya BPKP
akan melaporkan hasil temuannya kepada Kapoln kalau

ada tindak pidana umum.

Keppres No. 31 Tahun 1983 ini lahir setelah UU
No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP diundangkan. Dilihat

dari hierarchi peraturan per-Undang-undangan yang

9 BPKP. Keputusan Presiden RI No. 31 Tahun 1983 ientang Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan, Jakarta, tanpa penerbit dan Tahun, hai. 15,
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berlaku, Keppres No. 31 Tahun 1983 berada dibawah
UU. Namun dari sisi pasal 44 Keppres ini sendiri, terlihat
seperti mengatur kewenangan penyidikan tindak pidana

korupsi, yang cenderung terjadi duplikasi atau tumpang

tindih dengan UU lain seperti UU No. 3 Tahun 1971
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan UU
No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dengan UU No. 28
Tahun 1997 tentang Kepolisian RI. Peraturan per-
Undang-undangan lain yang tumpang tindih adalah Inspres
No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengawasan Melekat, terutama pasal 16 ayat (2) huruf ” ¢
% Pasal ini menyatakan bahwa  Tindakan pengaduan
tindak pidana dengan menyerahkan perkaranya kepada
Kepolisian Negara RI dalam hal terdapat indikasi tindak

pidana umum, atau kepada Kepala Kejaksaan RI dalam hal

terdapat indikasi tindak pidana khusus, seperti korupsi dan

o . o )
lain-lainnya Y

Sama halnya dengan Keppres No. 31 Tahun 1983

vang diuraikan sebelum ini, Inspres No. 15 Tahun 1983

"

BPKP, Pedoman Pelaksanaan Pengawasan, Jakaria, (anpa penerbit dan tahun,
hal. 47.
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lahir setelah diundangkan hanya UU No. 8 Tahun 1981
tentang KUHAP yang merupakan pedoman induk Hukum
Acara Pidana di Indonesia. Esensi pasal 16 ayat (2) huruf
” ¢ 7 pada Inspres 15 Tahun 1983 dihubungkan dengan
KUHAP terlihat kecenderungan duplikasi atau tumpang
tindih mengenai pengaturan kewenangan penyidikan,
Pasal ini cenderung memilah-milah kewenangan
penyidikan tindak pidana antara Polri dan Kejaksaan,
padahal materi UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
tidak mengaturnya seperti 1tu dan KUHAP tidak mengenal

pembedaan tindak pidana umum atau pidana khusus.

Persepsi aparat penegak hukum.

a. Masih terdapat perbedaan persepsi dikalangan aparat
penegak hukum mengenai kewenangan penyidikan tindak
pidana korupsi maupun pemahaman mengenat materi UU
No. 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana
korupsi. Perbedaan persepsi tentang kewenangan

penyidikan ini terutama antara Polri dan Kejaksaan.

b. Dari hasil wawancara dengan beberapa penyidik Satuan

Reserse Tipikor Polda Metro Jaya, memang sccara tegas
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apalagi secara tertulis tidak pernah menyatakan bahwa
Polri tidak berwenang menyidik tindak pidana korupsi.
Namun menurut penilaian Kadit Serse Polda Melrolo), cara-
cara pihak Jaksa Penuntut Umum seperti selalu
menyarankan kepada penyidik Polri agar menghilangkan
pasal UU Korupsi (UU No. 3/1971) pada berkas perkara
beberapa kasus korupsi yang ditangami, hal ini terkesan
terdapat tendensi kearah tersebut (seolah-olah tidak

berwenang).

Pada bagian lain, penyidik Polri pada umumnya dan
penyidik Polda Metro Jaya pada khususnya beranggapan
memiliki kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana
korupsi. ~Alasan penyidik didasarkan pada aturan normatif
atas peraturan per-Undang-undangan yang berlaku antara
Jain UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan UU No. 28
Tahun 1997 tentang Kepolisian Rl yang menyatakan bahwa
Poiri berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan
terhadap semua tindak pidana berdasarkan Hukum Acara

Pidana dan peraturan per-Undanga-undangan lainnya.

Y

28 Juli 1998.

GORIS MERE, Paparan dalam Gelar Operasional, Mabes Polri Jakarta, tanggal
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Disamping itu, menurut pendapat penyidik Polda Metro
Jaya, terlebih-lebih karena UU No. 28 Tahun 1997
merupakan UU organik yang lahir be]akangan”) di
bandingkan dengan peraturan per-Undang-undangan lain
yang mengatur tentang kewenangan penanganan tindak
pidana korupsi, temtu akan lebih dimungkinkan
cksistensinya.  Apalagi dengan adanya arahan Kapolri
yang ditujukan kepada para Kapolda diseluruh Indonesia
melaluil Telegram Kapolri No. Pol. : T/39/1998 tanggal 28
Januari 1998 yang menginstruksikan untuk tetap
menangani semua tindak pidana termasuk tindak pidana

korupsi.

d. Persepsi Kejaksaan tentang kewenangan penyidikan tindak
pidana korupsi adalah menjadi tanggung jawabnya. Hal
in  didasarkan pada pelbagai peraturan per-Undang-
undangan yang diuraikan pada Bab Il terdahulu.  Jadi,
disini terjadi saling tarik menarik dan saling menyatakan

diri berwenang melakukan tindak pidana korupsi. Suatu

"™ Dr. HARKRISTUTL Perkuliahan Perkembangan Hukum Kepolisian bagi peserta

52 KiK-UI, Maret 1998,
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kenyataan dalam prakiek, keunggulan pihak Kejaksaan bisa
dicapai karena Jaksalah yang pada akhirmya pemegang
kartu terakhir bermuaranya berkas perkara hasil penyidikan

tindak pidana korupsi yang ditangani Polri.

e. Masalah lain yang berkaitan dengan persepsi ini adalah
penafsiran pihak penyidik Polri dan Kejaksaan terhadap
materi tertentu dari UU Korupsi No. 3/1971. Perbedaan
persepst dimaksud antara lain mengenai kerugian negara
sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 3 Tahun
1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Menurut  Kapten Agus]?')

pthak  Kejaksaan selalu
beranggapan akan memenuhi unsur menimbulkan kerugian
bagi negara manakala uang yang dirugikan itu berasal dan
dikeluarkan dari Kas Negara. Sedangkan penyidik
tersebut berbeda dengan petugas Kejaksaan. Tidak perlu
harus demikian, tapi cukup terpenuhi, apabila uang yang

dirugikan tersebut akan dimasukkan pada kas negara

seperti yang terjadi atas kasus korupsi pada Yayasan Brata

2 Kapten Pol. AGUS, Penyidik Satuan Reserse Tipikor Polda Metro Jaya, hasil

wawancara, tanggal 20 Maret 1998 ¢i Kantor Satuan Reserse Tipikor Jakarta,
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) Perbedaan

Bhakti yang ditangani Polda Metro .laya.l3
persepsi yang lain, dialami juga oleh penyidik Direktorat
Reserse Tipikor Mabes Polri yang menangani kasus
korupsi PT. SUMARECON atas nama tersangka
SUTJIPTO, dkk dengan pihak Pengadilan Jakarta Barat
dalam proses penyitaan barang bukti. Disini pihak
penyidik mendasar pada pasal 34 UU Korupsi (3/1971)
sedangkan pengadilan mendasari pada KUHAP (8/1981),
dimana pihak pengadilan, menolak permintaan penyidik
serta mengaharapkan penyidik  tetap melampirkan

penolakan tersebut dalam berkas perkara.

-

3. Pandangan Masvyarakat.

a. Dengan masih simpang siurnya kewenangan penyidikan
tindak pidana korupsi antara Kejaksaan dan Polri,
masyarakat menjadi bingung kepada siapa harus

melaporkan sekiranya ada informasi tentang terjadinya

perbuatan korupsi yang merugikan keuangan Negara dan

MY fetkol Pal. Drs ABDUL, RAHMAN. Wakil Direktur Reserse Tipikor Korserse

Polri, hasil wawancara, di Jakarta pada tanggal 8 Juni 1998.
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masyarakat.  Hal im tidak boleh terjadi, karena dapat

menimbulkan ketidak pastian hukum bagi masyarakat,

b. Dari hasil penelitian di Polda Metro Jaya dan Direktorat
Reserse Tipikor Mabes Polri, temyata dari sepuluh kasus
korupsi yang ditangani 40 % informasinya diperoleh dari
masyarakat secara anomim namun dilengkapi dengan
beberapa fakta yang perlu dikembangkan; yang temyata
informasi tersebut membuahkan hasil , seperti antara lain

kasus korupst Bank Perniagaan dan PT. SUMARECON.

C. Dengan telah lahimya UU No. 28 Tahun 1997 tentang
Kepolisian RI, masyarakat Indonesia yang diwakili oleh
anggota legislatif di DI;R—RI, memperlihatkan pandangan
dan dukungan masyarakat terhadap Poln didalam
penanganan semua tindak pidana termasuk tindak pidana

korupsi sebagaimana diamanatkan pada pasal 14 ayat 1

huruf *a”.

{ BABTV-ANALISIS ..........
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BAB IV

ANALISIS

Derajat Penvidikan

Derajat Penyidikan dalam Bab II telah digambarkan tentang
penyidikan sebagai bagian dan Sistem Peradilan Pidana (SPP). Sistem
Peradilan Pidana dimulai dan proses penyidikan yang dipercayakan
kepada Polri. Penuntutan dibebankan kepada jaksa, memeriksa dan
mengadili oleh pengadilan dan pembinaan terhadap narapidana
dipercayakan kepada Lembaga Pemasyarakatan. Antara sub sistem yang
satu dengan sub sistem yang lain atau juga disebut komponen adalah
saling berkaitan, sementara pengaturan mengenai hubungan dan
komponen ini terhimpun dalam satu Hukum Acara Pidana di Indonesia

yang dikenal dengan KUHAP.

Penyidikan suatu tindak pidana yang ditangani oleh Polri adalah
merupakan pintu gerbang pertama. Karena Polri lah selaku instansi awal
yang menerima laporan dan atau mengetahui terjadinya suatu peristiwa
pidana untuk kemudian diproses menurut ketentuan KUHAP. Kegiatan
instansi K¢jaksaan, Hakim dan Lembaga Pemasyarakatan akan berproses

melanjutkan penanganan kasus pidana vang terjadi, apabila penyidik

6l
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sudah memulai kegiatan penyidikan dan menyerahkan hasilnya kepada

Kejaksaan dan Pengadilan.

Derajat penyidikan disint adalah seberapa jauh kegiatan
penyidikan yang dibenarkan kepada Polri. Gambaran mengenai hal ini
sebenammya telah diuraikan pada Bab II. Dimana tuntasnya suatu
penyidikan ditandai dengan diterbitkannya pemberitahuan  hasil
penyidikan sudah lengkap (P.21) oleh Jaksa Penuntut Umum diikuti
penyerahan tersangka dan barang bukti oleh penyidik kepada Penuntut
Umum, dimana penyidik bertindak selaku penyidik mandiri, atau dengan

kata lain terselenggaranya suatu penyidikan oleh Polri secara utuh.

Kembali pada masalah penyidikan tindak pidana kompsi oleh
Polda Metro Jaya. Pertanyaannya,.. sampai tingkat mana derajat
penyelesaian penyidikan yang dilakukan selama ini ?. Jawaban atas
pertanyaan tersebut penulis mencoba memberikan gambaran atas beberapa

kasus korupsi dibawah ini ;

Pertama, menurut Mayor Polisi Rusli Nasution, sH" pada tahun
1997 didalam penyidikan kasus korupsi yang melibatkan Komisaris Bank

Perniagaan Cabang Warung Buncit Jakarta Selatan, yakm Hendro

Mayor Pol. RUSLI NASUTION, Penyidik, Wawancara tanggal 4 Mei 1998.
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Rp. 47,5 Milyar dan Bank Indonesia (BI). Penyidik baru menangani
kasus penyuapan yang melibatkan petugas pemeriksa Bank Indonesia atas
nama tersangka Johny A. Panjaitan dan kawan-kawan (5 orang) yang turut
membantu pengucuran dana dari Bl Menurut penyidik, memilih
memulai penyidikan terhadap pelaku yang menerima suap dilakukan atas
arahan Pimpinan penyidik, dimana dengan memulai dari bawah dalam arti
pelaksana diharapkan lebth memudahkan menyidik terhadap pelaku-
pelaku yang lain termasuk Hendro Budi Halim dan atau Pejabat-pejabat
pada BI sendiri. Sedari awal penyidik sudah menggunakan Pasal
Undang-undang Korupsi (UU No. 3/1971), dan koordinasi dengan
Asistens Pidana Khusus, namun setelah itu konsultasi diarahkan pada
petugas Kejaksaan Pidana Umum.  Didalam penyidikan, pthak PU
mengarahkan untuk disidik menurut KUHP serta belum sempat
melakukan pemeriksaan saksi ahli dari BPKP. Pihak Kejaksaan mendesak
agar Berkas Perkara segera dilimpahkan. Berkas perkara belum

menvyentuh tersangka utama Hendro Budi Halim langsung diterima oleh

Kejaksaan DKI Jakarta, tanpa pemberitahuan hasil penyidikan. Dalam
hal imi penyidik tidak berusaha keras mempertanyakan ketidak adanya

pemberitahuan hasil penyidikan kasus ini, dan setelah ada permintaan
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penyerahan tersangka dan barang bukti, maka penyidik menyerahkannya

pada pihak Kejaksaan walaupun dengan perasaan kurang puas.

Kedua, menurut Mayor Polisi Ibrahim” dalam menangani kasus
korupsi yang dikenal dengan kasus Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda),
terjadi pada tahun 1997 berkaitan dengan uang pajak kendaraan bermotor
(STNK) atas nama tersangka R. Hadi Santoso, berkas perkara dengan
tuduhan Pasal 1 ayat 1 Sub “ b ” Undang-undang no. 3 Tahun 1971

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) penyerahan awal

langsung diambil alih oleh pihak Kejaksaan tanpa pemberitabuan hasil
penyidikan. Kenyataan diketahui, kasus ini didakwa didepan
pengadilan dengan Pasal Pemalsuan dengan alasan keuvangan negara
dimaksud belum masuk ke kas negara.  Padahal Pajak Kendaraan
Bermotor memang dipungut oleh negara dari masyarakat untuk
kepentingan negara. Hanya saja karena perbuatan melawan hukum dari
tersangka uang tersebut tidak masuk ke kas negara karena disalah gunakan
oleh tersangka, dengan menguntungkan din sendiri atau orang lain.
Ketiga, menurut Pelda Sutarlan™ pada tahun 1997, di dalam

menangani kasus korupsi pada Bank Artha Prima atas nama tersangka

3

Mayor Pol. IBRAHIM, Penyidik, Wawancara tanggal 2 Juni 1998.

Pelda SUTARLAN, Penyidik, Wawancara tanggal 16 Mei 1998,
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Harry, dkk (7 orang), belum dilakukan pemeriksaan saksi ahli dari BPKP,
dan tersangka untuk kepentingan pemeriksaan, penyidik telah melakukan
penahanan menurut pasal 29 KUHP. Berkas perkara yang dikirim
penyidik juga diterima langsung oleh Kejaksaan tanpa pemberitahuan
hasil penyidikan.  Ditambahkan lebih lanjut, menurut pemantauan
penyidik ketika menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat, Jaksa menuntut para tersangka dengan pasal 263 KUHP yakni
pemalsuan dengan maksimal hukuman 7 tahun, sementara penggunaan
pasal 29 KUHAP dilakukan untuk tahanan dengan sanksi Pidana diatas 9
fahun sebagaimana dipersangkakan melanggar Undang-undang Korupsi

No.3/1971.
Ke empat, menurut Letda Pol (-Zomeliusf) di dalam penyidikan

kasus Yayasan Brata Bhakti sebagai suatu kasus yang di tudubkan pasal
Korupsi (UU No.3 tahun 1971) pada tahun 1997 atas nama tersangka
JAN NORMAN, dkk (3 orang) dengan kerugian sebesar Rp 591.810.000,-
tidak menggunakan saksi ahli dari BPKP sesuai arahan lisan petugas
Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI dalam konsultasi, kendatipun Kadit

Serse Polda Metro telah menyiapkan surat permintaan ke pimpinan BPKP

4

Letda Pol. CORNELIUS, Penyidik, Wawancara tanpgal 18 April 1998,
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sesuail surat No.Pol : R/377/VI/1997 tanggal 27 Juni 1997. Kasus ini
dalam penyerahan berkas perkara diarahkan ke pasal KUHP/Pidana

Umum yaitu penggelapan dalam Jabatan.

Ke lima, Menurut Kol.Pol Drs. FAJAR? di dalam penyidikan
kasus korupst atas PT. SUMARECON dengan tersangka SUTJIPTO
NAGARIA, dkk (3 orang) pada tahun 1998 yang merugikan Keuangan
Negara dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar US $
21.500.000 (dua puluh satu juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat),
telah berusaha menerapkan pasal-pasal korupsi (UU No.3/1971), serta
melakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli damn BPKP (Drs.
SUDARSONO), disamping dilakukannya permintaan khusus secara resmi
dengan surat kedinasan agar kasus ini Jaksa supaya tidak mengambil

alih penyidikan dan diharapkan Jaksa bertindak selaku Penuntut

Umum. Kenyataan kasus inipun mengalami P.19 sebanyak tiga kali

dengan petunjuk dari Kejaksaan yang selalu berubah dan bertambah.

Ke enam, menurut pengalaman penulis sendiri pada tahun 1985

ketika masth bertugas selaku Kadit Serse Polda Ifa (Dansat Serse saat

itu), di dalam penyidikan tindak pidana korupsi menyangkut dana proyek

3)

Kol. Pol. Drs. FAJAR [STHONO, Dir Serse Tipikor. Wawancara tanggal 4

Agustus 1998,

Penyidikan tindak ..., Faluaro Zaluchu, PPs-Ul, 1998



67

pembangunan di Pemda Tk.I {rja dengan kerugian Negara sebesar Rp.124
Juta atas nama tersangka Drs. SIMATUPANG, SH (Bendahara Pimpro)
dapat menyelesaikan penyidikan secara tuntas dan mandin dengan
tuduhan pasal korupsi (UU No.3/1971).  Kasus tersebut kemudian
memperoleh Vonis Hakim 6,5 tahun penjara. Dalam penyidikan kasus
ini dilakukan pemeriksaan ahli dari BPKP Perwakilan Irja, dimana
terselenggaranya penyidikan seperti itu melalui pendekatan low profile

dengan Kajari Jayapura (SUDEWO, SH).

Dari beberapa contoh kasus korupsi yang di tangani Polri pada
umumnya dan Polda Metro Jaya pada khususnya, dalam penulisan thesis
i diperoleh fakta yang memperlihatkan bahwa kecuali kasus ke lima dan
ke enam yang pasti tidak ada pemberifahuan hasil penyidikan dari Jaksa
Penuntut Umum baik P.18, P.19, (berkas dikembalikan tanpa atau dengan
petunjuk) maupun P.21 (berkas dinyatakan telah lengkap).  Berkas
Perkara lansung di terima, walaupun belum tuntas seperti kasus Bank
Perniagaan warung Buncit. Juga dalam proses awal dan jelas terlihat
dalam konsultasi adanya arahan lisan pihak Kejaksaan bidang Pidana
Khusus untuk mengalihkan pasal Korupsi yang dipersangkakan penyidik
ke pasal pidana umum, serta tidak perlu menggunakan saksi akli BPKP,

dengan alasan memudahkan penuntutan,
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Terlepas dari mudahnya atau suulitnya penuntutan, yang jelas

keterangan saksi ahli dalam penyidikan kasus korupsi mutlak ada, dan

instansi yang berwenang dalam hal ini adalah BPKP. Karena untuk
mengetahui besarnya kerugian Negara serta apakah suatu perbuatan
tersangka merupakan pelanggaran peraturan per-UUan yang merugikan
keuangan Negara atau tidak, yang merupakan unsur tindak pidana korupsi
hanya dapat dikemukakan secara yuridis oleh BPKP.  Jadi, arahan Jaksa
seperti itu semestinya tidak boleh terjadi. Kalaupun diarahkan, Poln
selaku penyidik mandiri wajib mempertanyakan dan mediskusikannya

untuk tuntasnya suatu penyidikan kasus korupsi yang sedang ditangani.

Sangat disayangkan disini, pihak penyidik Polri tidak membuat
laporan tertulis mengenai arahan—arahan"Kejaksaan seperti tersebut untuk
disampaikan Pimpinan Polda, sehingga dapat mengetahui hubungan kedua

isntansi ini khususnya dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Selama

penelitian, penulis tidak memperolehnya. Penyidik nampak kurang kritis
mempermasalahkan hal-hal yang sebenarnya sangat mendasar.  Namun
dipandang biasa-biasa saja, dengan alasan untuk menjaga hubungan
dengan pihak Kejaksaan, sehingga persoalan ini tidak muncul
dipermukaan, dan dengan demikian persoalannya belum terpecahkan

hingga kini.
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Kemudahan pihak Kejaksaan DKI Jakarta menerima Berkas
Perkara Korupsi vang penyidikannya dilakukan oleh Polda Metro Jaya
seperti digambarkan di depan, yang boleh dikatakan seberapa besar
penyidikan yang sempat penyidikan dilakukan Polri tidak pemah

dipermasalahkan oleh Jaksa dan selalu diterima saja. Atau dengan kata

lain mungkin hasil penyidikan baru mencapai tahap 80 % dan bahkan
10 % sekalipun, Jaksa akan tetap terima. Hal ini diperkuat penjelasan
Mayor Pol. BENNY MAMOTO bahwa sedari awal penyidikan korupsi
yang ditangani Poln sudah dipantau Jaksa, dan selalu berusaha ditarik.
Jadi dengan demikian, maka derajat penyidikan kasus korupsi yang
ditangani Polda Metro Jaya melihat kecenderungan yang ada, adalah
sangat bervariasi dan tidak dapat diketahui tingkat kemampuan riil
Penyidik.  Selalu diterima tanpa pemberitahuan.  Sehingga kondisi
penyidikan yang dilakukan Polri dapat disamakan sebagai pelaporan
semata, yang penanganan lebih lamjut selalu dilakukan penyidikannya

hingga tuntas oleh pihak Kejaksaan.

Kelonggaran seperti itu tidak pernah terjadi didalam proses
penyidikan kasus-kasus pidana umum;  yang penyidikannya juga
dilakukan oleh Reserse Polda Metro Jaya. Koreksi dan arahan yang
disertai petunjuk Jaksa Penuntut Umum sering ada. Pemberian petunjuk

maupun pemberitahuan hasil penyidikan selalu dilakukan secara tertulis,
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dimana posisi penyidik Polri lebih mandiri dan Jaksa menempatkan diri

sebagai Penuntut Umum saja.

Pengambil Alihan Penvidikan.

Indikasi adanya arahan-arahan dan pihak Kejaksaan, walaupun
dalam bentuk arahan lisan saat penyidik melakukan konsultasi di dalam
penuntasan kasus korupsi yang ditangani Polri, dilakukan Jaksa dengan
menyarankan pengalihan pasal yang dituduhkan dengan menggunakan
pasal-pasal dalam KUHP (Pidana Umum) serta tidak perlunya keterangan
ahli BPKP adalah merupakan gambaran awal adanya keinginan Kejaksaan
untuk mengambil alih proses penyidikan Tindak Pidana Korupsi. Begitu
juga setiap berkas perkara Korupsi yang di sampaikan penyidik Polri
untuk di telitt Penuntut Umum selalu langsung diterima dan tidak ada
koreksi atau petunjuk termasuk pemberitahuan hasil penyidikan dimaksud

yang umumnya selalu ada dalam proses penyidikan kasus Pidana Umum.

Indikasi-indikast kearah pengambil alihan dimaksud lebih
diperkuat lagi dengan adanya Surat Edaran Jaksa Agung RI yang di
tujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negen di seluruh
Indonesia.  Surat edaran ini berlangsung dua kali yakni pada tahun 1994
dan 1995 yang berarti jauh setelah lahirnya UU No. 8 Tahun 1981 tentang

KUHAP. Inti kedua surat tersebut adalah agar Pimpinan Kejaksaan
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setempat mengambil alih hasil penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang
ditangani Polri untuk disidik sendiri oleh Kejaksaan, dengan alasan Polri
tidak berwenang menyidik Tindak Pidana Korupsi. Tentu saja dilihat dan
aspek yuridis, keberadaan kedua surat edaran ini sangat menarik untuk
didalami. Secara kebetulan kedua surat Jaksa Agung ini, selama penulis
melakukan penelitian di Polda Metro Jaya, belum pernah diketahui oleh
penyidik setempat.  Dan justru penyidik Satuan Reserse Tipikor Polda
Metro Jaya mendapatkan foto copy dari penulis, yang temyata mereka
belum permah melihat. Surat edaran Jaksa Agung RI ini, penulis peroleh
dari Direktorat Reserse Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Korps Reserse
Polri. Surat edaran tersebut menurut pejabat Direktorat Reserse Polri
Tipikor” didasarkan pada Putusan Peripadilan Negeri Tegal dan Jambi
secara terpisah.  Pengadilan Negeri Tegal memberikan putusan sela atas
kasus korupsi masalah kayu yang merugikan Negara yang disidik Polri
setempat tanpa di dampingi bantuan Hukum. Sedangkan Putusan
Pengadilan Negeri Sungai Penuh Jambi adalah kasus Korupsi yang
dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri, yang merugikan keuangan

Negara dan ditangani oleh penyidik Polri dengan dituduhkan pasal

(]

Kol Pol. Drs. LODEWYK, SH, Mantan Kosubdit Serse Tipikor dan Tim

Makehjapol dari Mabes Polri, Pebruari 19938,
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korupsi. Namun Jaksa Penuntut Umum dimuka sidang pengadilan kasus
tersebut dituntut penggelapan dalam jabatan (Pidana Umum) sehingga
tersangka dibebaskan oleh Pengadilan, karena Jaksa dianggap tidak
berwenang menangani kasus pidana umum. Jadi, dasar surat edaran Jaksa
Agung RI itu sendiri setelah di diskusikan coleh team Makehjapol dari
Polri dan Kejaksaan Agung,n dimana penulis sendiri turut sebagai team
dari Poln bersama Kol. Pol. Drs. LODEWYK, SH, yang dihadiri juga oleh
pejabat Mahkamah Agung Rl (Djoko Sarwoko, SH) di sadari bahwa
terdapat kekeliruan pada surat edaran terebut, dan disepakati (secara lisan)

akan dicabut oleh pihak Kejaksaan Agung.

Andaikatapun surat edaran dimaksud didasarkan pada putusan
yang fepat, kekuatan surat edaran ini dilihat dari segi hukum apalagi
bersifat sepihak tentu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat instansi

lain seperti Polri.

Kenyataan dalam prakick bahwa pengambil althan hasil
penyidikan tindak pidana korupsi (Tipikor) yang ditangani Polri pada
umumnya dan Polda Metro Jaya pada khususnya, masih

berlangsung terus.  Persoalannya sekarang bukan lagi terletak pada

7

Pertemuan Makehjapo! di Departemen Kehakiman R1, Pebruari 1998,
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pengambi! alihan tapi makna yang terkandung dalam pengambil alihan
tersebut.  Dari indikasi-indikasi yang ada, disertai dengan surat edaran
Jaksa Agung RI jelas bahwa makna pengambil alihan hasil penyidikan
Tipikor yang disidik Polri, berhubungan erat dengan masalah kewenangan
penyidikan, yang mana menurut pihak Kejaksaan, merckalah yang
berwenang, Dilain bagian, Polripun merasa memiliki kewenangan
sebagai penyidik Tipikor. Karena itu untuk memahami lebih jauh

masalah dimaksud akan dibahas pada butir lain dibawah ini.

Legitiminasi Kewenangan Penyidikan.

Legitiminasi adalah suatu keabsahan. Dikaitkan dengan
kewenangan penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) berarti sejauh
mana keabsahan kewenangan yang dimiliki oleh instansi Pemerintah yang
diberi wewenang melakukan penyidikan Tipikor. Dalam hal ini adalah
instansi Polri dan Kejaksaan RI.  Dimana untuk menjelaskan legitimasi
kewenangan inl kata kuncinva adalah Peraturan Per-Undang-undangan
yang bertalian erat dengan pembenan kewenangan melakukan penyidikan

Tipikor di Indonesia.

Telah penulis uraikan pada Bab II terdahulu khususnya mengenati

dasar-dasar kewenangan aparat Kepolisian RI dan Kejaksaan RI didalam
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penyidikan tindak pidana korupsi.  Dihubungkan dengan topik yang
dibahas, maka legitimasi kewenangan yang akan diuraikan disini di

"

fokuskan pada suatu pertanyaan ~ Apakah Polri pada umumnya dan
Penyidik Polda Metro Jaya berwenang menyidik tindak pidana korupsi
yang terjadi di wilayah hukumnya ? . Untuk menjawab pertanyaan ini

dapat dilihat pada beberapa penjelasan sebagai berikut ;

1. Berdasarkan Peraturan Per-Undang-undangan.

a. Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantas-
an Tindak Pidana Korupsi menurut KUHAP pasal 284 ayat
(2) merupakan tindak pidana tertentu yang mempunyai
ketentuan khusus acara pidana. Apabila kita meneliti UU
No. 3 Tahun 1971, kc.t-entuan khusus acara pidananya

tercantum didalam penjelasan umum antara lain :

b Perkara korupsi harus didahulukan dari perkara-
perkara yang lain dan diselesaikan dalam wakitu
yang sesingkat-singkatnya (pasal 4).

2} Dapat dilaksanakan pengadilan in absetia (pasal
23).

3) Saksi dilarang menyebut nama/alamat atan hal-hal
lain yang memberi kemungkinan dapat diketahui-
nya pelapor (pasal 10, 19).

4} Penvidik setiap waktu berwenang memasuki setiap
tempat yang dipandang perlu (pasal 13).
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5) Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai
saksi atau ahli kepada penyidik mauvpun Hakim
(pasal 7, 20).

6) Terdakwa diperkenankan memberikan keterangan

tentang pembuktian bahwa Ia tidak bersalah

(pemuktian terbalik) pasal 17. ¥

Dari uraian diatas, tidak ada satupun kalimat yang
menyatakan bahwa penyidik tindak pidana korupsi adalah
Kejaksaan. Bahkan didalam pasal 3 UU No. 3 Tahun 1971
disebutkan bahwa penyidikan dan penuntutan tindak pidana
korupsi dijalankan menurut ketentuan-ketentuan yang
berlaku, sekedar tidak ditentukan lain dalam UU ini. Kata-

kata “menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku” tentunya

harus ditafsirkan menurut KUHAP dimana penyidikannya
adalah penyidik Poln dan PPNS. Karena di dalam UU No.
3 Tahun 1971 seperti dijelaskan didepan, tidak ditemukan
ketentuan lain yang mengatur masalah kewenangan
penyidikan.  Dan didalam pasal-pasalnyapun tidak ada

yang  menyebutkan bahwa Kejaksaan berwenang

® SEKRETARIAT NEGARA RIl, Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tanggal 29 Maret 1971.
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melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Mengenai
kewenangan Kepolisian RI untuk menyidik tindak pidana
korupsi ini adalah sejalan dengan pendapat Prof. Lobby
Logman, SH, MH” yang menyatakan bahwa terhadap
perkara korupsi penyidikannya disamping Polisi juga Jaksa

mempunyal kewenangan.
b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

1) Pada pasal 6 ayat (1) UU in1 menyatakan bahwa

penyidik adalah :

a) Pejabat Polist Negara Republik Indonesia

dan,

b) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang
dibert wewenang khusus oleh UU yang
dalam pelaksaan tugasnya berada di bawah
koodinasi dan pengawasan penyidik Polrt

(pasal 7 ayat 2).

) Prof. Dr. LOEBBY LOQMAN, SH, MH, Beberapa lkhwal didalam UU No. 3

Tahun 1971 tentang Pomberantasan Tipikor, 1991, hal. 56.
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Penyidik menurut UU ini  berwenang
melakukan penyidikan tindak pidana yang terjadi
(pasal 1 ayat 1 dan 2). KUHAP sendin sebagai
induk atau pusat hukum acara pidana di Indonesia,
tidak mengenal tindak pidana umum dan tindak
pidana khsus. Menjadikan KUHAP (UU No.
8/1981) sebagai induk atau pusat HAP, adalah
merupakan perwujudan Kodifikasi dan unifikast
hukum acara yang pernah ada di Indonesia sebelum
UU No. &/1981. Dengan demikian setiap
perbuatan yang melawan hukum dan diancam
dengan pidana, baik yang ada di dalam KUHP
maupun diluar KUHP, penyidik sebagaimana diatur
dalam KUHAP berwenang melakukan penyidikan-

nya.

2) Pada bagian lain dalam KUHAP menurut pasal 284
ayat (2} yang merupakan ketentuan peralthan
disebutkan bahwa untuk sementara mengenat
ketentuan khusus acara pidana sebagaimana
tersebut pada UU tertentu yang dalam penjelasan

KUHAP dicantumkan seperti Tindak Pidana
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Ekonomi (UU No. 7/Drt/1955) dan UU tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No.
3/1971) masih berlaku dengan catatan akan ditinjau
kembali, diubah atau dicabut dalam waktu yang
sesingkat-singkatnya. Jadi yang diatur pada pasal
284 ayat (2) KUHAP ini adalah ketentuan khusus
acara pidana pada Undang-undang tertentu dan
bukan mengatur masalah kewenangan penyidikan.
Mengenai pasal 284 ayat (2) KUHAP menurut ALl
SAID, SH dalam penyampaian pendapat pemerintah
di DPR-RI menyatakan antara Jain :

1) adalah suatu prinsip bahwa HAP
diperlakukan atas semua tindak pidana.

2) Kata-kata “sementara” dan > sampai dirubah
dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi”
haruslah dibaca sebagai keharusan bagi kita
untuk  tidak = memberikan  ketentuan-
ketentuan tersebut berkepanjangan ber-
lakunya (atau ”melanggengkannya”),bahkan
berkewajiban kita untuk segera meninjau
kembali guna disesuaitkan dan atau
disempurnakan  sebagaimana  tuntutan
kodifiksi dan unifikasi yang diinginkan oleh
HAP itu sendiri.'”

D ALISAID, SH, Mantan Jaksa Agung, Men. Keh, dan Ketua MA-R, di DPR-RI

Tahun 1987,
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Tentang masalah  “sementara”  yang
tercantum pada pasal 284 ayat (2) KUHAP menurut
Prof. Dr. AWALUDIN DJAMIN, MPA'" adalah
merupakan kesepakatan antara pucuk pimpinan
penegak hukum ketika itu (Ali Said, SH selaku
Jaksa Agung RI, Mudjono, SH sebagai Ketua MA-
Rl dan Dr. Awaludin Djamin, MPA selaku
Kapolr), bahwa “sementara™ disini berlaku dalam
jangka waktu dua tahun, dan dimaksudkan untuk

memberikan _kesempatan kepada Polri selaku

Penyidik Utama untuk mempersiapkan sumber daya

manusia bernkut “piranti lunaknya untuk menjamin
efektifitasnya = pelaksanaan KUHAP. Karena
ketika itu,  batk  para pakar hukum pidana
maupun Pimpinan penegak hukum sepakat bahwa
KUHAP (baru saat itu) mencerminkan sistim
Peradilan Pidana (SPP) di Indonesia, yang
menginginkan suatu pemisahan Tugas aparat

penegak hukum namun tetap dalam satu kesatuan

™ prof. Dr. AWALUDDIN DIAMIN, MPA, Makalah dengan pendapat_dengan

Fraksi Karva Pembangunan DPR-RI, di Jakarta tanggal Pebruari 1998.
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yang terintregrasi, dimana fungsi penyidikan

dipercayakan kepada Polrd, penuntutan kepada

Kejaksaan, mengadili kepada Hakim dan membina
narapidana  dibebankan  kepada  Lembaga

Pemasyarakatan.

3) Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983.
Ketentuan yang menyebutkan bahwa Jaksa diberi
kewenangan Penyidikan Tindak Pidana tertentu
antara lain korupsi (UU No.3/1971), muncul pada
Peraturan Pemerintah (PP) No.27 tahun 1983
tentang Pelaksanaan KUHAP (UU No.8/1981).
Kewenangan periyidikan Tindak Pidana kerupsi di
maksud tercantum dalam pasal 17. Itu pun bukan
hanya pihak Kejaksaan semata, tapi tercantum
aparat atau penyidik lain. Pasal 17 im menyatakan
bahwa » Penyidikan menurut ketentuan khusus
acara pidana sebagaimana tersebut pada UU tertentu
sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 ayat (2)

KUHAP dilaksanakan oleh Penvidik, Jaksa dan

Pejabat  Penyidik yang berwenang lainnya

berdasarkan  peraturan  per-Undang-undangan.
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Dari rumusan pasal ini, maka berarti yang

berwenang menyidik Tindak Pidana Tertentu yang

mempunyai ketentuan khusus Acara Pidana (antara

lain korupsi) adalah :

a). Penyidik

b). Jaksa

c). Pejabat Penyidik yang berwenang lainnya
berdasarkan peraturan per Undang-undang-

an.

Dengan demikian, penyidik yang dimaksud dalam
pasal 17 PP tahun 1983 sebagai pelaksana KUHAP adalah

Penyidik Polni .

UU No.28 tahun 1997 tentang Kepolisian RI.

Pasal 14 ayat (1) huruf ” a ” menyatakan bahwa
*“ Kepolisian berwenang melakukan penyelidikan dan
penyidikan terhadap scmua Tindak Pidana sesuai dengan
Hukum Acara Pidana dan Peraturan Per Undang-undangan

lamnya’”’.

Tindak Pidana disim adalah kejahatan dan

pelanggaran yang mempunyai sanksi Pidana dan memang
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perlu di tegakkan. Tidak dibedakan apakah tindak pidana
umum atau tindak pidana yang memiliki ketentuan khusus
acara pidana seperti tindak pidana korupsi. Serta
kewenangan penyelidikan dan penyidikan yang di berikan
kepada Polri berdasarkan pada HAP dalam arti KUHAP

(UU No.8/1981).

Dengan demikian, berdasarkan peraturan per
Undang-undangan baik UU No.3 tahun 1971 tentang
peraturan tindak pidana korupsi, UU No.§ tahun 1981
tentang KUHAP (pasal 6 dan 284 ayat (2), Pasal 17 PP
No0.27/1983) maupun UU No. 28 tahun 1997 tentang
Kepolisian RI (pasal 14‘éyat(l) huruf “ a *) kesemuanya

memberikan kewenangan kepada Polri pada umumnya dan

Polda Metro Jaya pada khususnya untuk menvidik tindak

pidana korupsi.

Dibagian lain disadari bahwa dengan masih belum
dicabut atau disempurnakannya pasal 284 ayat (2) KUHAP
yang di kaitkan dengan pasal 17 PP No. 27 tahun 1983,
maka selain Polr, Kejaksaan Rl juga masih memiliki

kewenangan menyidik tindak Pidana korupsi.  Hal ini
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tentunya sejalan dengan notulen kesepakatanm Team
Mahkejapol awal Pebruari 1998 dimana baik Polri maupun
Kejaksaan RI sama-sama memiliki kewenangan menyidik
Tindak Pidana Korupsi. Hanya saja sangat disayangkan
kesepakatan dimaksud karena pertimbangan tertentu
terutama penjabaran operasionalisasinya, maka khususnya
kesepakatan mengenai tindak pidana korupsi di drop atau
dipending untuk sementara waktu sebagai bahan

pembahasan lebih lanjut.

2, Berdasarkan Struktur

Secara organisatoris atau kelembagaan, struktur Organisasi

Kepolisian yang mewadahi resmi keberadaan penyidik tindak

pidana korupsi atau disingkat Tipikor, ada semenjak terbitnya
keputusan Panglima ABRI No. : Kep/II/X/1992 tanggal 5 Oktober
1992 tentang validasi organisasi di lingkungan Polri yang
kemudian di jabarkan dengan surat keputusan Kapolri No.Pol :
Skep/15/XI1/1993 tanggal 31 Agustus 1993, ditingkat Pusat

(Mabes Polr) terdapat Sub Dircktorat Reserse Tindak Pidana

)

Notulen rapat tim gabungan Makehjapol di Dep. Keh. Ri Jakarta, awal Pebruari
1998.
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Korupsi (Subdit Serse Tipikor) yang dipimpin oleh scorang
Kolonel Polisi serta membawahi Staf Oprasional maupun
pembinaan. Sementara di kewilayahan atau Polda terdapat Kepala
Satuan atau Kepala Bagian Reserse Tipikor. Khusus untuk Polda
Metro Jaya baru secara resmi diadakan sejak 1 Juli 1995,
Organisasi yang menangani kasus-kasus tipikor di Polda Metro
Jaya, baru ada pada tingkat Markas Komando Polda yakni Satuan
Reserse Tipikor yang berada di bawah Kepala Direktorat Reserse

sebagai Staf dan pelaksana Pimpinan Polda Metro Jaya.

Di tingkat Polres dan Polsek Metro, wadah ini belum
diadakan.  Sekiranya terjadi kasus Tipikor, maka akan dikoor-
dinasikan dengan Satuan Reserse Tipikor Polda.  Sementara ini
belum diadakannya penyidik Tipikor di tingkat Polres dan Polsek
Metro di lakukan dengan pertimbangan praktis tentang sumber
daya manusia dan saksi ahli dari BPKP yang keberadaan
perwakilannya hanya ada di tingkat propinsi (Dati I).  Padahal
dilihat dani segi efektifitasnya penanggulangan kasus-kasus Tipikor
yang tidak menutup kemungkinan dapat saja terjadi tingkat
Kecamatan atau Kotamadya/Kabupaten sesuai lokast dan
keberadaan proyek-proyek Pembangunan maka, sewajarnya bila

petugas penyidik Polri yang menangani kasus-kasus Tipikor

Penyidikan tindak ..., Faluaro Zaluchu, PPs-Ul, 1998



85

mencukupi perlu dipertimbangkan dengan tenaga dan kemampuan

yang memadai dengan tugasnya.

Selanjutnya timbul perfanyaan, apakah sebelum adanya
Struktur Organisasi Satuan Reserse Tipikor int di Daerah, tidak
menangani  kasus-kasus Tipitkor yang dilaporkan dan atau
ditemukan sendiri oleh Polisi ?.  Jelas, ada dan pasti di tangani.
Wadahnya ketika itu di tingkat Polda di gabungkan dengan Kepala
Bagian Reserse Ekonomi. Karena masalah-masalah korupsi erat
kaitannya dengan masalah moneter, pembangunan dan perbankan .
Sebagai contoh yang penulis alami sendiri, yakni penanganan
kasus korupsi di Irian Jaya pada tahun 1985 atas nama Drs.
Simatupang, SH seorang bendaharawan proyek pembangunan di

Pemda TK I Irja.

Kesiapan Penyidik Polri

Dari hasil penelitian pada Satuan Reserse Tipikor Polda
Metro Jaya, tujuh dari sepuluh kasus korupsi yang ditangani tclah
dilimpahkan ke Kejaksaan, dan bahkan telah ada yang sudah di
sidangkan meskipun dengan pasal berbeda dengan pasal semula
yang dipersangkakan penyidik Polri yaitu pasal korupsi (UU

No0.3/1971) namun di rubah oleh jaksa dengan Pidana Umumn.
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Dengan personil dan sarana yang tersedia, Reserse Polda
Metro Jaya maupun Direktorat Reserse Tipikor Mabes Polri,
menurut pengamatan penulis memperlihatkan kemauan keras
dengan kemampuan yang belum memadai untuk menyidik kasus-
Tipikor. Disana-sini hal lain yang di rasakan belum memadai dan
periu pemberdayaan adalah cara memperoleh informasi tentang
terjadinya Tindak Pidana korupsi pada berbagai bidang
pembangunan yang umumnya sangat sulit dan tertutup, dan
memerlukan tenaga-tenaga penyelidik yang handal yang memiliki

akses atau hubungan informasi dengan sumber/masalah korupsi.

Kendala-kendala yang sementara ini dirasakan terutama
mengenai sumber-sumber informasi. Untuk masa mendatang tentu
akan dapat diatasi sekiranya wadah yang ada terutama keterpaduan
dan dukungan hubungan antara Intel, Babinkamtibmas dan bahkan
anggota legislatif Polri dengan Satuan Reserse Tipikor lebih
ditingkatkan.  Apalagi kalau satuan oprasional Kepolisian saling
memahami bahwa eksistensi Polri akan semakin diperhitungkan
manakala Polri berhasil mengungkap berbagai kasus korupsi yang

dinilai masyarakat saat ini sangat memperhatikan dimana indonesia
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> Melalni dukungan data/informasi

menduduki peringkat ketiga.13
nampaknya belum sepenuhnya di sadari bahwa Citra dan nama baik
Polri akan meningkat melalui, pengungkapan kasus korupsi oleh

Satuan Reserse yang merupakan “ Core Business Polri “. W

Menyangkut kesiapan petugas penyidik Tipikor Polda
Metro Jaya dirasakan masih kurang memadai dan memeriukan
upaya pemberdayaan. Selain masalah ini masalah eksternpun tetap
merupakan kendala utama, dimana persepsi pihak Kejaksaan selalu
beranggapan bahwa Polri tidak berwenang menyidik Tindak Pidana
Korupsi, sehingga hal ini sangat mempengaruhi kesungguhan dan

keseriusan menanggulangi kasus-kasus korupsi.

Dilihat dari proses peny‘idikan, sesungguhnya penyidikan
Tindak Pidana Korupsi tidak terlalu sulit seperti yang dibayangkan.
Bagi penyidik yang sudah berpengalaman melakukan penyidikan
kasus-kasus penggelapan (pasal 372 atau 374 KUHP), menyidik

kasus Korupsi tidak jauh berbeda. Perbedaan yang ada terletak

' PUSLITBANG BPKP, hasil penelitian jajak pendapat tahun 1996/1997, yang

diperkuat dengan hasil penelitian Political and Economic Risk Consultan (PERC) Litd,
berkedudukan di Hongkong dan dipublikasikan di Singapura tahun 1996 bahwa
Indonesia menduduki peringkat ke tiga dari 12 Negara Asia yang paling parah korupsinya
(setelah Vietnam dan Cina).

H Kapolri, Makalah dalam ranska Sarasehan Poln, di PTIK, tanggal 10 Juni 1997,
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pada pembuktian kerugian keuangan Negara dan perbuatan
melawan hukum atas penyimpangan ketentuan yang ada. Kedua
hal ini menggunakan saksi ahli dan BPKP. Menurut pengalaman
penulis untuk menjadi sebagai seorang penyidik Tipikor yang baik,
maka seyogyanya setiap penyidik memiliki wawasan luas terutama
pemahaman berbagai peraturan per-Undang-undangan yang erat
kaitannya dengan Tipikor terutama modus-modus operandi atau
cara~-cara pelaku melakukan penyimpangan yang dikategorikan
sebagai perbuatan melawan hukum. Karena hal tersebut
berhubungan dengan penentuan telah terjadi atau tidaknya penyalah
gunaan wewenang yang merupakan unsur yang harus ditemukan
dalam kasus korupsi, di samping jumlah kerugian keuangan Negara

yang di selewengkan baik untuk diri sendiri atau orang lain.

Pokok-pokok Masalah

Seperti diuraikan di muka, bahwa penyidikan yang di lakukan Polri
pada umumnya dan Polda Metro Jaya pada khususnya tidak pernah tuntas
secara utuh. Masalah pokok adalah persepsi mengenai kewenangan
penyidikan Tindak Pidana Korupsi. Dimana kesemuanya di pengaruhi

oleh rancu dan tumpang tindihnya peraturan per-Undang-undangan

tertentu yang kini masih bertaku yang semestinya hal tersebut tidak boleh
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terjadi, seandainya sinkronisasi lintas departemental instansi Pemerintah

yang berhubungan dengan satu obyek tertentu bisa di wujudkan.

Penyebab Terjadinya Tarik Menarik

Bahwa tindakan pengambil alihan penyidikan kasus tipikor
oleh pihak Kejaksaan dari penyidik Polri adalah merupakan bagian
dari perselisithan memperebutkan kekuasaan dan kewenangan
hukum'” dari kedua instansi ini sebagai kelanjutan konflik lama.
Dimana pihak Kejaksaan menginginkan kedudukan yang lebih
tinggi dari Kepolisian, sesuai posisi Jaksa pada Zaman kolonial
Belanda, bahkan bila mungkin Jaksa berharap organisasi
Kepolisian bemaung di bawah Kejaksaan RI. Di lain pihak Poln
yang lahir dijaman Revolusi dan turut memperuangkan
Kemerdekaan, tentu saja tidak senang akan hal itu, namun sejauh
mungkin mengharapkan menjadi Departemen tersendiri atau
berdin’ sama tegak dengan Kejaksaan. Konflik ini berlangsung
tanpa solusi yang jelas hingga lahimya UU kedua instansi in1 pada
tahun 1961 (UU No. 13/1961 untuk Polri dan UU No. 15/1961

untuk Kejaksaan). Sementara Polri ketika itu berada langsung

i3)

hal. 52.

Prof. DANIEL S. LEV, Hukun dan Politik di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1990,
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dibawah Perdana Menteri sehingga ketika itu hubungan antara

. - 16
Jaksa dengan Polisi kurang serasi. ?

Masalah lain adalah prestise. Bahwa umumnya pelaku-
pelaku tindak pidana korupsi menyangkut atau terkait dengan
Pejabat Pemerintah atau birokrasi atau Pejabat yang berkuasa.
Dengan memiliki kewenangan sebagai penyidik kasus Tipikor,

berartt memiliki otoritas kewenangan vntuk melakukan tindakan

penyelidikan dan penyidikan pada berbagai lembaga Pemerintah,

sehingga pejabat penyidik Tipikor menjadi diperhitungkan dan

disegani oleh aparat Pemerintah dan masyarakat.

Bagi Polri sendiri, dalam SPP sebelum lahimya UU No.
8/1981 bertindak adalah sebagai pembantu Jaksa (Help Magistrad).
Kecuali penyidikan tetap berada ditangan Kejaksaan, dimana
penyidikan apapun yang dikerjakan oleh Kepolisian ketika itu
selalu tergantung pada Kejaksaan, maka dengan lahirnya UU No.
8/1981 tentang Hukum Acara Nasional atau KUHAP, dimana Polr
dikukuhkan sebagai penyidik, hal tersebut sudah barang tentu

membuat posisi Polri semakin bergengsi.

1]

hal. 68.

MOMO KELANA, Hukum Kepolisian, PT. Gramedia Widiasana, Jakarta, 1994,
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Terlebih-lebih lagi, dimana masalah korupsi adalah erat
kaitannya dengan bidang ekonomi atau keuangan, schingga siapa
yang menguasai sumber-sumber ¢konomi atau dalam masyarakat
dikenal istilah “ daerah basah ”, akan memperkokoh status dan
kedudukan isntansi yang bersangkutan. Hal inilah antara lain
yang mempengaruhi terjadinya tarik menarik kewenangan di
bidang tindak pidana Korupsi antara Polri dan Kejaksaan pada
khususnya dan aparat penegak hukum pada umunya. Kondisi

demikian diperknat dengan pendapat Prof. DANIEL S. LEV dalam
bukunya “ Hukum dan Politik di Indonesia “, LP3ES tahun 1990,

dimana dijelaskan adanya keinginan pegawai penegak hukum pada
sekitar tahun 1960-an berebut mencari kedudukan di bidang

ekonomi terutama pihak Pengadilan dan Kejaksaan ketika itu.

Penyebab lainnya adalah kerancuan per-Undang-undangan

dibidang Tipikor. Sama seperti disinggung didepan bahwa
terdapat beberapa UU yang materinya tidak sejalan bahkan

bertentangan, serta meniadakan kewenangan instansi lainnya.

Tidak itu saja, fronisnya UU dan atau Peraturan per-Undang-
undangan yang lahir kemudian bertentangan dan tidak singkron

dengan UU vang teiah lebth dahulu ada.  Scbagai contch UU
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Kejaksaan RI No. 5/1991 tidak mencantumkan tentang pejabaran
pasal 284 (2) KUHAP sebagaimana diamanatkan UU ini
(KUHAP). Begitu juga Kepres No. 31/1983 tentang BPKP dan
Inpres No. 15/1983 tetang Pedoman Pengawasan Melekat, yang
semestinya lembaga pembuat UU dan atau materi peraturan
lainnya harus taat azas sekiranya menjabarkan tentang penyidikan
Tipikor.  Tapi kenyataannya seolah-olah membagi-bagi kapling
penyidikan, dimana temuan BPKP menyangkut Korupsi diteruskan
ke Kejaksaan, sedangkan temuan menyangkut Pidana Umum
diserahkan Polri. Dalam hal ini lembaga BPKP yang dibentuk
dengan keputusan Presiden RI, kurang tepat mengambil
kebijaksanaan pembagian kewerfangan penyidikan yang diatur oleh
UU terutama UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP. Pada lain
sisi meskipun kewenangan penyidikan serupa diberikan kepada
Polr lewat UU No. 28 tahun 1997 tentang Polri, terutama pasal 14
ayat (1) hurup ” a ” yang mempertegas kembali kewenangan
penyidik sesuai KUHAP, namun masih ada instansi yang belum

mau mengikutinya karena itu diperlukan proses sosialisasi.

Dari persoalan terjadinya tarik menarik kewenangan
penyidikan kasus Tindak Pidana Korupsi antara pihak Kejaksaan

dan Polri, dilihat dari kepentingan Negara, masyarakat serta
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kepastian hukum tentu tidak boleh dibiarkan berlanjut, karena
selain kasus-kasus korupsi yang sangat merugikan keuangan
negara dan masyarakat tidak tertangani secara efektif, juga
membuat para pelaku tindak pidana korupsi yang bisa merajalela
dimana-mana. Qleh karena itu menurut penulis, masalah tersebut

perlu suatu pemecahan dengan beberapa alternatif :

a. Penyidikan kasus tindak pidana korupsi sepenuhnya
diserahkan  kepada Kejaksaan. Dasar pemikirannya
dilandasi pada kewenangan Jaksa Agung RI selaku
koordinator pencegahan dan penanggulangan tindak pidana
korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan

Presiden RI No. 228 tahun 1967.

Dalam hal ini pihak Kejaksaan bertindak baik

sebagai penyidik maupun sebagai Penuntut Umum

termasuk  yang melimpahkan berkas perkara hasil

penyidikannya ke Pengadilan.  Jadi disimikewenangan

menvyatu atau bertumpuk ditangan Kejaksaan, Dari

alternatif inipun tidak terlepas dari kelemahan yakni
bagaimana kontrol dilakukan, karena fungsi penyidikan dan

penuntutan menjadi satu, kecuali kontrol dari Pengaditan
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saja.  [tupun kalau berkas perkaranya dilimpahkan ke
Pengadilan, Bila tidak dilimpahkan, tidak ada satu instansi
Pemerintah yang tahu kelanjutan penanganan suatu kasus
korupsi dimaksud, kecuali pihak masyarakat selaku Social

Control.

b. Penyidikan kasus tindak pidana korupsi sepenuhnya
diserahkan kepada pihak Kepolisian RI Dasar
pemikirannya dilandasi pada Unifikasi dan Kodifikasi
Hukum Acara Pidana di Indonesia, dimana fungsi
penyidikan dalam Sistim Peradilan Pidana (SPP)
dipercayakan kepada Polri sesuai keinginan dan
kesepakatan Pakar dan Praktisi Hukum saat UU No. 8/1981

tentang KUHAP dilahirkan ketika itu.

Dalam hubungan ini, Kejaksaan bertindak selaku
Penuntut Umum, sama dengan proses penanganan tindak
pidana pada umumnya yang berlangsung selama ini.
Selain itu, pemikiran tersebut didasari pada kewenangan
Polri menurut UU No. 28 tahun 1997 tentang Kepolisian RI

¥

terutama Pasal 14 ayat (1) huruf “a” dimana dikatakan

bahwa Polri benwenang melakukan  penyelidikan den
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penyidikan terhadap semua tindak pidana menurut Hukum

Acara Pidana yang berlaku.

Pihak Kejaksaan sangat terbuka kemungkinan untuk
mengawast pihak penyidik Polri, mulai saat menenma
Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)
hingga penyerahan berkas perkara, pelaku dan barang
bukti. Bahkan tidak menutup kemungkinan Penuntut
Umum dapat melakukan pemeriksaan tambahan atas hasil
penyidikan yang telah dilakukan penyidik Polri.  Disini
pun pihak Pengadilan dan masyarakat dapat mengawasi

proses penyidikan yang dilakukan Polri.

Penyidikan kasus tindak pidana korupsi dilakukan melalui

koordinasi antara Polri dan Kejaksaan. Artinya, dalam hal

ditemukan adanya suatu kasus tindak pidana korupsi, maka
pcnanganannya bisa secara gabungan atau sendiri-
sendiri. Penyidikan secara gabungan disini dilakukan
antara petugas Reserse Polr dan Kejaksaan secara
bersama-sama dalam satu wadah melakukan penyidikan.
Dan manakala penyidikan tersebut telah selesai, maka

berkas perkaranya diserahkan kepada pihak Jaksa Penuntut
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Umum. Sementara koordinast dalam hal kasus korupsi
ditemukan baik oleh Polri maupun Kejaksaan, maka
instansi mana yang duluan mendapatkan, maka instansi
tersebutlah yang berwenangan melakukan penyidikan.
Maksudnya, apabila yang menemukan kasus Tipikor
umpamanya oleh Polri, maka Polrt yang melakukan
penyidikan kasus tersebut, sementara Jaksa bertindak tetap
sebagat Penuntut Umum. Selanjutnya manakala duluan
ditemukan coleh Jaksa, maka Jaksa bertindak sebagai
penyidik dan penuntut umum. Hal serupa ini, sebenamya
pernah muncul dalam Makehjapol bulan Pebruari 1998,
yang hampir menjadi “suatu kesepakatan, hanya saja
disayangkan mengalami hambatan, schingga ketika itu

kesepakatannya ditunda untuk dibicarakan lebih lanjut.

Selanjutnya bahwa dengan di upayakan beberapa
alternatif pemecahan mengenai tarik menarik kewenangan
penyidikan kasus Tipikor seperti diuraikan diatas,
diharapkan tarik menarik ini bisa diselesaikan. Namun
demikian, selain memilih salah satu altermatif yang
disepakati antara pthak Polri dan Kejaksaan, akan lebih

baik lagi manakala ditempuh pendekatan secara informal
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dalam arti terjalinya hubungan batin, keakraban dan
kebersamaan antar sesama aparat penegak hukum (CJS).
Penulis lebih optimis bahwa cara-cara seperti itu akan lebih
mampu memecahkan berbagai permasalahan tugas yang
dihadapi bersama.  Hal ini sesuai dengan pengalaman
penulis dalam praktek, karena pada akhirmya yang paling
menentukan adalah faktor manusianya yakni petugas

Kepolisian dan Kejaksaan.

2. Akibat Yang Timbul.

a. Bagi masvarakat pencari keadilan.

1) Dengan masih - singpang siurnya kewenangan
penyidikan kasus tipikor, maka masyarakat menjadi
binggung pada instansi mana haru.s melaporkan
apabila mengetahui ada findakan korupsi yang
dilakukan seseorang.  Akibatnya tidak ada kepasti-
an hukum, yang semestinya hal ini tidak boleh
terjadi. Seharusnya upaya penanggulangan
korupsi bisa lebih ditingkatkan dengan bantuan
informasi dari masyarakat, akhirnya terkendaia

antara Polisi dan Jaksa saling berebut.
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2) Kontrol sosial semakin sulit, sekiranya fungsi

penyidikan dan penuntutan berada pada satu tangan.

b. Bagi Polri.

1) Akibat - kekurang serasian tadi, pasti akan
mempengaruhi  didalam  pelaksanaan  tugas
penyidikan yang dalam perwujudannya saling
berebut, dan mencari-cari kesalahan atau arogansi
yang pada gilirannya akan tidak menguntungkan

semua pihak.

2) Mengurangi kegairahan dan semangat bekerja dari
penyidik tipikor, karena bagaimanapun kasus yang
tengah ditangani selalu diambil alih oleh Kejaksaan,

karena keberhasilan hingga tersangka dapat
divonnis oleh hakim merupakan kebanggaanm bagi
setiap penyidik karena kasus yang digelutinya

berhasil secara tuntas.

" FRANK G. GOBLE, Psikologi Humanistik Abraham Maslow, Mazhab ketiga,

Penerbit Kanisiua, Jakarta, 1987, hal. 33,

Penyidikan tindak ..., Faluaro Zaluchu, PPs-Ul, 1998



99

3) Dapat menimbulkan resiko-resiko hukum bagi

penyidik Polri, seperti kasus Korupsi atas nama

tersangka HARRY, dkk pada kasus PT. BANK

ARTHA PRIMA vyang ditangani oleh Pelda.
SUTARLAN, dimana tersangka dapat menuntut
Polist karena penahanannya melebihi ketentuan,
sebagai akibat dari tindakan Jaksa Penuntut Umum
mengambil alih penyidikan dan tanpa koodinasi
dengan penyidik Polr, tersangka didakwa bukan
pasal Korupsi tapi pasal pemalsuan (lebih

Subsider).

IV -PENUTUP ...... ...
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BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Dari penelitian yang penulis lakukan di Polda Metro Jaya
khususnya di bidang penyidikan tindak pidana korupsi (Tipikor) dapat
dipastikan bahwa kasus-kasus yang penyidikannya dilakukan oleh petugas
Reserse tidak pemmah tuntas, dan selalu diambil alih penyidikannya oleh
Kejaksaan DKI Jakarta. Tingkat penyidikan yang dilakukan oleh
penyidik Polri tidak pernah mencapai penyidikan lengkap (P.21), dalam
kenyataan hasil penyidikan tersebut ‘dianggap hanya sebagai laporan

belaka, sementara seutuhnya dilengkapi oleh penyidik Kejaksaan.

Bahwa penyidikan Polri diposisikan seperti Help Magistrad atau
penyidik pembantu Jaksa pada masa hukum acara pidana yang disepakati
adanya pemisahan kewenangan fungsi penyidikan dan penuntutan dalam
satu Sistim Peradilan Pidana (SPP) yang terpadu, diamana penyidikan
dipercayakan kepada Polri, sementara penuntutan dibebankan kepada
Jaksa Penuntut Umum.  Bahkan satu sisi secara terbuka kendatipun

bersifat  intern,  terdapat  petunjuk  jelas Kejaksaan  mendominasi

100
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kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi, sementara disisi lain

keinginan Polri bertindak sebagai penyidik atas tindak pidana yang sama.

Bahwa kecenderungan tarik menarik kewenangan penyidikan
kasus tindak pidana korupsi antara Jaksa dan Polri, membuat masyarakat
menjadi bingung kepada siapa kasus tersebut disampaikan manakala
dijumpai. Tidak terbatas kepada ketidak pastian hukum semata atas tarik
menarik kewenangan penyidikan dimaksud, tapi sangat mempengaruhi
tingkat keberhasilan bangsa Indonesia didalam usaha pemberantasan
korupsi yang sedemikan memprihatinkan, yang memerlukan pemecahan
yang komprehensif diantara sesama aparat penegak hukum setidak-

tidaknya antara Jaksa dan Polri.

Bahwa ditemukan oleh penulis kenyataan pihak penyidik Polda
Metro Jaya khususnya untuk kasus-kasus yang menjadi sasaran penelitian,
terdapat petunjuk tidak kritisnya mempermasalahkan indikator pengambil
alihan penyidikan oleh pihak Kejaksaan serta tidak pernah dilaporkan
secara tertulis kepada atasan pengambil keputusan sebagai bahan
pemecahan dilevel pimpinan kedua instansi, sehingga terkesan penyidik

Polda Metro Jaya belum siap.
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Saran-Saran

Untuk mengatasi masalah-masalah menonjol sepertt  yang
dikemukakan pada kendala-kendala yang masih dijumpai pada
pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi maupun pada bagian

kesimpulan diatas, penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

I Untuk mencegah berlanjutnya kekeliruan yang terlembagakan
terutama mengenat kerancuan peraturan per-Undang-undangan
bertalian dengan tindak pidana korupsi maka pihak legislatif perlu
segera meninjau pasal 284 ayat (2) KUHAP, karena UU ini sejak

diundangkan telah memiliki cacat hukum.

2. Peraturan per-Undang—undanga}i yang secara herachis berada
dibawah UU yang muatan materninya menimbutkan kerancuan,
tumpang tindih bahkan bertentangan dengan UU vyang ada
sebelumnya serta menghilangkan kewenangan suatu instansi
tertentu, seperti Kepres No. 31 tahun 1983 dan Inspres No. 15
tahun 1983 perlu ditinjau sesuai dengan kewenangan Mahkamah
Agung RL Sedangkan terhadap UU baru dan atau
penyempurnaan UU Korupsi didalam hal badan Legislatif hendak

merancangnya, perfu melibatkan instansi-instansi terkait seperti
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Polri, Kejaksaan, BPK dan BPKP, serta Kapolri selaku pemegang

kebijakan kriminil di Indonesta.

Untuk memperoleh efektifitas didalam penanggulangan tindak
pidana korupsi di Indonesia perlu pasal-pasal yang ada dalam UU
No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
saat ini, perlu digabungkan kembali dengan RUU KUHP, karena

dulunya sebagian pasal-pasal tersebut berasal dart KUHP.

Untuk mencegah terjadinya saling tarik menarik kewenangan
menyidik tindak pidana korupsi antara Polri dan Kejaksaan,
diperlukan suatu pengaturan mekanisme operasional dalam arti
saling menghormati legitimasi yang ada, sehingga manakala Polri
duluan menemukan, maka Jaksa legawa menerima kenyataan dan
bertindak sebagai Penuntut Umum. Sebaliknya bila Jaksa yang
menemukan dapat dilakukan penyidikan. Dengan demikian fungsi

saling kontrol dapat dicapai.

Untuk lebih memantapkan keberadaan dan keberhasilan Polni
didalam pengungkapan kasus-kasus tindak pidana korupsi di

Indonesia perlu :
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Dukungan dan keterpaduan fungsi operasional Kepolisian
seperti Intel, Babin Kamtibmas serta Pejabat-pejabat Polri
yang bertugas di Legislatif pusat/daerah terutama mengenai
informasi terjadinya korupsi yang umumnya sangat sulit

dan tertutup.

Personil pada satuan Reserse Tipikor hendaknya
diambilkan dar anggota Polri yang berpengalaman
dibidang Reserse Ekonomi, dan Reserse Tipiter, yang
diharapkan telah memiliki pengetahuan luas dibidang

hukum terutama hukum pidana materiil.

Segera menyelenggarakan pendidikan khusus kejuruan
Reserse Tipikor dengan materi yang telah disiapkan dan

mampt mengantisipasi beban tugas.
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ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. Pol. - B/ /1171998

Klasifikasi : BIASA

Lampiran : Empat eks.

Perihal : Persamaan persepsi Hakim terhadap

kewenangan penyidikan kasus tindak
pidana korupsi oleh Polri.

Jakarta, Pebruarn 1998

Kepada

Yth. KETUA MAHKAMAH
AGUNG R.L
di

Jakarta

Rujukan :

a. Hasil rapat Pra Makehjapol (Mahkamah Agung RI, Departemen
Kehakiman RI, Kejaksaan Agung RI, dan Kepolisian R1) tanggal 26 Januari
1998 antara lain tentang Polri berwenang menyidik kasus Tindak Pidana

Korupsi.

b. Putusan Mahkamah Agung RI No.: 604.K/Pid/1990 atas nama
terdakwa NASRUL YASID Bin ABU YAZID, yang menolak permohonan
kasasi Jaksa/Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh
Nomor : 45/Pid/B/1989/PN.SPN tanggal & Januari 1990, dimana seharusnya
berdasarkan Pasal 156 (3) KUHAP, Jaksa/Penuntut Umum naik banding,
namun yang dilaksanakan upaya hukum kasasi, sehingga Putusan Mahkamah
Agung RI tersebut dijadikan dasar anggapan oleh Kejaksaan bahwa Penyidik
Polni tidak berwenang menyidik Tindak Pidana Korupsi.

!/ ¢. Surat .....
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c.  Surat Edaran Jaksa Agung RI No.: B-570/P/Fpk.1.9/1994 tanggal 30
September 1994 dan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus No.:
R-124/F/Fpk. 1//1995 tanggal 24 Juli 1995 yang ditujukan kepada para
Kajati seluruh Indonesia dan Kajati Jawa Tengah yang berisi petunjuk
pengambil alihan penyidikan kasus Tindak Pidana Korupsi yang
mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Rl No.: 604K/Pid/1990
tanggal 10 Nopember 1990 atas nama terdakwa NASRUL YASID Bin
ABU YAZID.

d.  Pasal 6 dan Pasal 284 (2) KUHAP serta Pasal 17 PP No.28/1983
tentang Pelaksanaan KUHAP dimana telah ditentukan bahwa penyidikan
terhadap tindak pidana tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 (2}
KUHAP dilaksanakan oleh Penyidik, Jaksa, dan pejabat penyidik yang

berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

e. Pasal 31 UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Rl yang
menentukan bahwa Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji
secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan dibawah
Undang-undang. Selanjutnya Mahkamah Agung berwenang menyatakan
tidak syah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih
rendah dari pada Undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Dalam rapat Pra Makehjapol tanggal 26 Januari 1998 terdapat kekhawatiran
dari pihak Kejaksaan Agung RJ, tentang kemungkinan penolakan oleh
Pengadilan Neger terhadap penyidangan kasus Tindak Pidana Korupsi yang
penyidikannya dilaksanakan oleh Polri, dan adanya ketentuan dalam Pasal 44
Keppres No.38/1983 dan Pasal 16 ayat (1) butir ¢, Inpres No. 15/1983 yang
seakan-akan meniadakan kewenangan Poln dalam penyidikan tindak pidana
korupsi.

/3. Sehubungan .....
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3.  Sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas, untuk mencegah timbulnya
penafsiran yang berbeda-beda antara sesama aparat penegak hukum tentang
kewenangan Polri dalam menyidik kasus Tindak Pidana Korupsi, maka dimohon

kiranya :

a.  Berkenan Ketua Mahkamah Agung RI menginstruksikan kepada
Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri se Indonesia untuk
menerima Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi hasil penyidikan Polri dan
sekaligus menyidangkannya, serta dalam pelaksanaan Pra Penuntutan tetap
berpedoman kepada Pasal 110 dan Pasal 138 UU No. 8/1981 tentang

Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

b.  Berkenan dilaksanakan pengujian materiil terhadap Pasal 44 Keppres
No.31/1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) dan Pasal 16 ayat (2) butir ¢ Inppres No. 15/1983 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengawasan.

4. Demikian untuk menjadi maklum, dan terima kasih atas kerjasamanya.

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

Drs. DIBYO WIDODO

Tembusan (tanpa lampiran) : JENDERAL POLISI

1. Wakil Presiden RI.

2. Menten Sekretaris Negara. Konseptor :

3. Menteri Kehakiman RI 1. Dankorserse Polri : Vide Draff.
4. Jaksa Agung RI. 2. Kasetum Poln U

5. Panglima ABRI. 3. Wakapoln e
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